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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI ACEH BARAT DAYA 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
NOMOR 4- TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGEWLAAN KEUANGAN GAMPONG 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), 
pasal 28 ayat (5), pasal 40 ayat (3), pasal 44 ayat (5), dan 
pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 n 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita ~ 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), perlu 
mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pengelolaan Keuangan Gampong; 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten . Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, 
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan 
Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe 
Aceh;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun • 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4633); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5558)sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik \ 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; 

10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 
2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); 

11. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten 
Aceh Barat Daya(Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 
2015 Nomor 38). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. 
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5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah 
Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. 

6. Badan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKK adalah Badan 
Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. 

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan 
Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat DPMP4 
adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan 
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya. 

8. Bank Pemerintah adalah bank milik pemerintah yang berkedudukan di 
Kabupaten Aceh Barat Daya. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK 
adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan 
Qanun Aceh. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan 
dengan Qanun Kabupaten. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna 
barang. 

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening 
tempat penyimpanan uang kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk 
menampung seluruh penerimaan kabupaten dan membayar seluruh 
pengeluaran kabupaten pada bank yang ditetapkan. 

14. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 
kabupaten. 

15. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

16. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri 
atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu 
yang dipimpin oleh seorang Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di 
bawah Camat. 

1 7. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPTK adalah 
tim yang dibentuk untuk membantu Camat dalam memberikan bimbingan, 
supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dalam Pengelolaan Keuangan Gampong. 

18. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Gampong 
dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 
f.\ceh Barat Daya yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

19. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

20. Pemerintah Gampong adalah keuchik dibantu perangkat gampong sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong. 

21. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtangga Gampongnya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten. 

22. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

23. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah Wadah Partisipasi Masyarakat dan 
merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat 

24. Tuha Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang 
berfungsi membantu imeum mukin1 dan keuchik. 
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25. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong. 

26. P.engelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan gampong. 

27. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Kementerian 
Dalam Negeri. 

29. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten . 

30. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

31. Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana 
Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

32. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat 
BHPRK,adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten. 

33. Penghasilan Tetap, yang selanjutnya disingkat SilTap, adalah penerimaan sah 
yang diterima Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan setiap tahun 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. 

34. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam 
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat 
Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan 
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 

35. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut. 

28. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKP Gampong, 
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 
untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong. 

30. Penerimaan gampong adalah uang yang masuk ke rekening kas gampong. 
31. Pengeluaran gampong adalah uang yang keluar dari rekening kas gampong. 
32. Pendapatan adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang menjadi hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh 
gampong. 

33. Belanja Gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban 
gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak !tl<an diterima kembali oleh 
gampong. 

34. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

35. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong, yang selanjutnya 
disingkat PKPKG, adalah keuchik yang karena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong. 

36. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PPKG 
adalah unsur perangkat gampong yang melaksanakan pengelolaan keuangan 
gampong berdasarkan Keputusan Keuchik yang menguasakan sebagian 
kekuasaan PKPKG . 

37. Sekretaris Gampong adalah perangkat Gampong yang berkedudukan sebagai 
unsur pimpinan sekretariat Gampong yang menjalankan tugas sebagai 
koordinator PPKG. 
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38. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Gampong 
yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Gampong yang menjalankan 
tugas PPKG. 

39. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Gampong yang menempung seluruh penerimaan Gampong dan 
digunakan seluruh pengeluaran Gampong dalam 1 (satu) rekening pada Bank 
yang ditetapkan. 

40. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG, adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong. 

41. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang 
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran. 

42. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan gampong 
dengan belanja gampong. 

43. Defisit Anggaran gampong adalah selisih kurang antara pendapatan gampong 
dengan belanja gampong. 

44. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

45. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG. 

46. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA 
adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang 
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan 
APBG dan/atau Perubahan Penjabaran APBG. 

47. Pengadaan. barang/jasa gampong yang selanjutnya disebut dengan pengadaan 
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah 
gampong, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

48. Rencana Anggaran Kas Gampong yang selanjutnya disebut RAKG adalah 
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan 
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh keuchik. 

49. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. 

50. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 
Inspektorat KabupatenAceh Barat Daya. 

Bagian Kedua 
Asas Pengelolaan Keuangan Gampong 

Pasal 2 

(1) Keuangan gampong dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

(2) APBG merupakan dasar pengelolaan keuangan gampong dalam masa 1 (satu) 
tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

\ 
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BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

(1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Gampong dalam Peraturan Bupati 
ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Keuangan 
Gampong. 

(2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan gampong dalam Peraturan Bupati ini 
untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan gampong. 

Pasal 4 

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan gampong dalam Peraturan Bupati ini terdiri 
dari: 
a. kekuasaan pengelolaan keuangan gampong; 
b. anggaran pendapatan dan belanja gampong; 
c. pengelolaan; dan 
d. pembinaan dan pengawasan . 

BAB III 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong 

Pasal 5 

(1) Keuchik adalah PKPKG dan mewakili pemerintah gampong dalam kepemilikan 
kekayaan milik gampong yang dipisahkan. 

(2) ·Keuchik selaku PKPKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 
kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG; 
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik gampong; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG; 
d. menetapkan PPKG; 
e. menyetujui DPA dan DPPA; 
f. menyetujui RAKG; dan 
g. menyetujui SPP. 

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan gampong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), keuchik menguasakan sebagian kekuasaannya kepada 
perangkat gampong selaku PPKG. 

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKG kepada PPKG ditetapkan dengan 
keputusan keuchik. 

Bagian Kedua 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong 

Pasal 6 

PPKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas: 
a. Sekretaris gampong; 
b. Kaur tata usaha dan umum; 
c. Kaur perencanaan; dan 
d. Kaur keuangan. 
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Pasal 7 

(1) Sekretaris gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas 
sebagai koordinator PPKG. 

(2) Sekretaris gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBG; 
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBG dan rancangan perubahan 

APBG; 
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan qanun gampong tentang APBG, 

perubahan APBG, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG; 
d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan keuchik tentang 

Penjabaran APBG dan Perubahan Penjabaran APBG; 
e. mengoordinasikan tugas perangkat gampong lain yang menjalankan tugas 

PPKG; dan 
f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan gampong dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBG. 
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris gampong 

mempunyai tugas: 
a. melakukan verifikasi terhadap DPA dan DPPA; 
b. melakukan verifikasi terhadap RAKG; dan 
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBG. 

Pasal 8 

(1) Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c bertugas sebagai 
pelaksana kegiatan anggaran. 

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 

belanja sesuai bidang tugasnya; 
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d. menyusun DPA dan DPPA sesuai bidang tugasnya; 
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan 

barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan 
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBG. 
(3) Pembagian tugas Kaur pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud 

,_j pada ayat (2) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan 
ditetapkan dalam RKPG. 

Pasal 9 

(1) Kaur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) 
dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa 

· yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat 

gampong, lembaga kemasyarakatan gampong dan/ atau masyarakat, yang 
terdiri atas: 
a. ketua; 
b. sekretaris;dan 
c. anggota. 

(3) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana 
kewilayahan. 

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat 
penyusunan RKPG. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan 
keuchik. 
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(6) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dituangkan dalam 
Keputusan Keuchik. 

Pasal 10 

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d melaksanakan 
.fungsi ke bendaharaan. 

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: 
a. menyusun RAKG; dan 
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, 

menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan pendapatan gampong dan pengeluaran dalam rangka 
pelaksanaan APBG. 

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak Pemerintah Gampong. 

Pasal 11 

(1) Keuchik membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang selanjutnya 
ditetapkan dengan Keputusan Keuchik. 

(2) PPHP terdiri atas 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang unsur Tuha Peut, 1 (satu) orang t 
unsur Pemerintah Gampong dan 1 (satu) orang berasal dari unsur Tuha Lapan. 

(3) PPHP wajib memenuhi persyaratan : 
a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas; 
b. menguasai masalah yang berkaitan dengan barang/jasa yang diadakan; 
c. tidak sedang menjabat sebagai Sekretaris Gampong, Kepala Urusan 

Keuangan. 
(4) PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan tenaga 

ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan 
keahlian dibidangnya. 

(5) PPHP terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa minimal Rp. 10.000.000,
(sepuluh juta rupiah). 

Pasal 12 

( 1) PPHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) melakukan pemeriksaan 
dengan cara pemeriksaan administratif terhadap kegiatan pengadaan 
barang/jasa yang diserahkan. 

(2) PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan 
kewenangan untuk: 
a. memeriksa secara administrasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan 

pengadaan barang/jasa dan dituangkan di dalam Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan; 

b. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 
(3) Pemeriksaan pengadaan barang/jasa sebagaimana sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) pemeriksaan secara administrasi setelah pekerjaan selesai 100% 
(seratus per seratus) dari seluruh target kegiatan. 

(4) Dalam hal keanggotaan PPHP tidak turut serta menandatangani Berita Acara 
Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, wajib memberikan penjelasan tertulis. 

(5) Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. 

Pasal 13 

(1) Pemerintah Gampong dapat menggunakan tenaga ahli/teknis di bidang 
pembangunan infrastruktur guna pembuatan desain dan RAB maupun 

· pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan. 

-- --, .. ---.--.· 
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(2) Tenaga ahli/teknis di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari warga masyarakat gampong, SKPK 
yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/ atau tenaga pendamping 
profesional/konsultan. 

(3) Peng,,,aunaan tenaga ahli/teknis di bidang pembangunan infrastruktur khusus 
untuk pekerjaan konstruksi yang tidak sederhana/memerlukan keahlian 
khusus. 

Pasal 14 

(1) Keuchik membentuk Tim Pengawasan pembangunan infrastruktur yang 
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Keuchik. 

(2) Tim pengawasan pembangunan infrastruktur sekurang-kurangnya terdiri atas 
3 (tiga) orang, 1 (satu) orang unsur Tuha Peut, 1 (satu) orang berasal dari unsur 
Tuha Lapan dan 1 (satu) orang unsur lembaga kemasyarakatan gampong 
lainnya. 

(3) Tim pengawasan pembangunan infrastruktur memiliki tugas untuk mengawasi 
pembangunan infrastruktur di gampong. 

Pasal 15 

(1) Pelaksanaan PKG bertumpu pada swadaya, namun dapat diberikan bantuan A 
dana stimulan untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang pembangunan \ 
infrastruktur dan pengadaan barang/jasa. 

(2) Operasional bagi Pelaksana Kegiatan Anggaran yaitu maksimal 2 °/o (dua per 
seratus) dari nilai dana kegiatan dan diperhitungkan langsung saat 
penyusunan RAB. 

(3) Peruntukan operasional Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan survey lokasi, survey harga, 
penyusunan administrasi kegiatan dan pelaporan. 

(4) Operasional Tim Pengawasan yaitu maksimal 2 °/o (dua per seratus) dari nilai 
dana kegiatan dan diperhitungkan langsung saat penyusunan RAB. 

(5) Peruntukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan 
untuk biaya transportasi,honorarium pelaksana dan pelaporan. 

(6) Operasional bagi PPHP yaitu maksimal 0,5 % (nol koma lima per seratus) dari 
nilai dana kegiatan dan diperhitungkan langsung saat penyusunan RAB. 

(7) Peruntukan operasional PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan 
untuk biaya transportasi dan honorarium pelaksana. 

(8) Operasional untuk perencanaan (pembuatan Desain dan RAB) dan pemeriksaan 
hasil pelaksanaan kegiatan infrastruktur oleh tenaga ahli/konsultan dengan 
besaran yaitu maksimal 3 o/o (tiga per seratus) dari nilai dana kegiatan dan 
diperhitungkan langsung saat penyusunan RAB. 

(9) Besaran dana operasional untuk perencanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) meliputi kegiatan penyusunan desain dan RAB awal serta perubahan 
jika terjadi perubahan kegiatan (as built drawing). 

BAB IV 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong 

Pasal 16 

( 1) APBG terdiri dari: 
a. pendapatan gampong; 
b. belanja gampong; dan 
c. pembiayaan gampong. 

(2) Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. 

huruf a, 

·- - '.-,---,.....,,,......,~.~,,.--·:-·.-,.~··...,....~.-,~,...·_ 



. i 

(3) Belanja gampong sebagaimana dimaksud 
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, 
belanja, dan rincian objek belanja. 

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. 

Pasal 17 

pada ayat (1) huruf b, 
kegiatan, jenis belanja, objek 

(1) huruf c, diklasifikasikan 

Pendapatan gampong, belanja gampong, dan pembiayaan gampong diberi kode 
rekening. 

Bagian Kesatu 
Pendapatan 

Pasal 18 

(1) Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, 
yaitu semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi 
hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh gampong. 

G: kelompok: 
(2) Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas I 

'' 
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a. pendapatan asli gampong; 
b. transfer; dan 
c. pendapatan lain. 

Pasal 19 

(1) Kelompok pendapatan asli gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: 
a. hasil usaha: 
b. hasil aset; 
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 
d. pendapatan asli gampong lainnya. 

(2) Hasil usaha gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain 
bagi hasil BUMG. 

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas 
Gampong, tambatan perahu, pasar Gampong, tempat pemandian umum, 
jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan 
hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala gampong. 

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat gampong. 

(5) Pendapatan asli gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
antara lain hasil pungutan gampong. 

Pasal 20 

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, 
terdiri atas jenis: 
a. dana desa; 
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; 
c. alokasi dana gampong; 
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 

dan 
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 

Kabupaten. 
(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e 
dapat bersifat umum dan khusus. 
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(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikelola dalam APBG tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan 
paling sedikit 70°/o (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30°/o (tiga puluh 
per seratus). 

Pasal 21 

Kelompok pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (2) huruf c, terdiri atas: 
a. penerimaan dari hasil kerja sama gampong 
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di gampong; 
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan 

penerimaan di kas gampong pada tahun anggaran berjalan; 
e. bunga bank; dan 
f. pendapatan lain gampong yang sah. 

Bagian Kedua 
Belanja 

'x_i Pasa122 

., 
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(1) Belanja gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurufb, yaitu 
semua pengeluaran yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong. 

(2) Belanja gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk 
mendanai penyelenggaraan kewenangan gampong. 

Pasal 23 

(1) Klasifikasi belanja gampong terdiri atas bidang: 
a. penyelenggaraan pemerintahan Gampong; 
b. pelaksanaan pembangunan Gampong; 
c. pembinaan kemasyarakatan Gampong; 
d. pemberdayaan masyarakat Gampong; dan 
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. 

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai 
dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan 
kebutuhan gampong yang telah dituangkan dalam RKPG. 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam 
sub bidang sesuai dengan kebutuhan gampong untuk penanggulangan 
bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di gampong. 

Pasal 24 

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, 
dibagi dalam sub bidang: 
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional 

pemerintahan gampong; 
b. sarana dan prasarana pemerintahan gampong; 
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; 
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan 
e. pertanahan. 

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, 
dibagi dalam sub bidang: 
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

t 



d. kawasan permukiman; 
e. kehutanan dan lingkungan hidup; 
f. perhubungan, komunikasi dan informatika; 
g. energi dan sumber daya mineral; clan 
h. pariwisata; 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c 
dibagi dalam sub bidang: 
a. ketentraman, ketertiban, clan pelindungan masyarakat; 
b. kebudayaan dan kegamaan; 
c. kepemudaan dan olah raga; dan 
d. kelembagaan masyarakat. 

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d 
dibagi dalam sub bidang: 
a. kelautan clan perikanan; 
b. pertanian clan petemakan; 
c. peningkatan kapasitas aparatur gampong; 
d. pernberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; 
e. koperasi, usaha mikro kecil clan menengah; 
f. dukungan penanaman modal; dan 

. g. perdagangan dan perindustrian. \ 
G (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e 

dibagi dalam sub bidang: 
a. penanggulangan bencana; 
b. keadaan darurat; dan 
c. keadaan mendesak. 

Pasal 25 

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat 
(4) dibagi dalam kegiatan. 

(2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa 
Indonesia dan disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang 
sama. 

(3) Pemerintah Kabupaten dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum 
dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 
sampai dengan 99. 

0 (4) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan usulan 
kegiatan pemerintah kabupaten dan atau pemerintah gampong. 

(5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dalam 
pedoman teknis penyusunan APBG. 

(6) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan 
dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30°1<> (tiga puluh per seratus) 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Pengaturan tentang Penerimaan dengan Tanah milik gampong. 
(8) Rincian Sub Bidang yang dibagi dalam Kegiatan tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 26 

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas: 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang/jasa; 
c. belanja modal; clan 
d. belanja tak terduga. 

-~-------
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Pasal 27 

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dianggarkan 
untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan 
pembayaran jaminan sosial bagi keuchik dan perangkat gampong, serta uang 
sidang tuba peut. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 
bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya 
dibayarkan setiap bulan. 

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 28 

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, 
digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai 
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara 
lain untuk: 

U a. operasional pemerintah gampong; \ 
b. pemeliharaan sarana prasarana gampong; 
c. kegiatansosialisasi/ rapat/ pelatihan/bimbingan teknis; 
cl. operasional sidang tuha peut; 

,. 
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e. insentif lembaga kemasyarakatan gampong lainnya; 
f. pemberian barang pada masyarakat/kelornpok masyarakat. 

(3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan 
kegiatan gampong. 

Pasal 29 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, digunakan 
untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 
(dua belas) bulan dan menambah aset. 

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
kegiatan penyelenggaraan kewenangan gampong. 

Pasal 30 

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, 
merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, 
keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal gampong. 

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan 
darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah gampong dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan 
c. berada di luar kendali pemerintah gampong. 

(3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana 
alam dan bencana sosial. 

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya 
kerusakan dan/ atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan 
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan t.erganggunya pelayanan 
dasar masyarakat. 
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(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan 
kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami 
kedaruratan. 

Pasal 31 

(1) Belanja Tak Terduga sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d, 
merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, 
keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Gampong. 

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan 
darurat, keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Gampong dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi berulang; 
c. berada diluar kendali pemerintah Gampong; dan 
d. belum atau tidak didanai dengan sumber pendanaan lainnya seperti APBK, 

APBA dan APBN. 
(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana ~ 
alam dan bencana sosial. 

(4) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah 
Gampong dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. 

(5) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang 
dan/atau mendesak. 

(6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan 
bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. 

(7) KLB sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah. 
(8) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dialokasikan dalam belanja tidak terduga pada perubahaan APBG 
tahun berkenaan. 

(9) Apabila tidak melakukan perubahan APBG dan/ atau keadaan darurat 
dan/atau KLB terjadi setelah perubahan APBG maka belanja yang sudah 
digunakan untuk keadaan darurat dan/ ataµ KLB ditetapkan dengan 
Keputusan Keuchik tentang penjabaran Perubiihan APBG atas persetujuan 
Tuha Peut. 

(lO)Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pembiayaan 

Pasal 32 

(1) Pembiayaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c 
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

(2) Pembiayaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
kelornpok: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 33 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf 
a, meliputi: 
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a. SiLPA tahun sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; dan 
c. hasil penjualan kekayaan ga.111pong yang dipisahkan kecuali tanah 

dan bangunan. 
(2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi 

pelampa.uan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, 
dan sisa dana kegiatan yang belum selesai a.tau lanjutan. 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya 
dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBG. 

(4) Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan 
kekayaan gampong yang dipisahkan. 

Pasal 34 

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, 
terdiri atas : 
a. pembentukan dana cadangan; dan 
b. penyertaan modal Gampong. 

Pasal 35 

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a 
dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat 
sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan qanun gampong. 

(3) Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat : 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelalcsanaan dana cadangan. 

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas 
penerimaan gampong, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah 

~ ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun alchir masa jabatan 

Keuchik. 
(6) Bisa ditambahkan kriteria-kriteria untuk pengalokasian dana cadangan. 

Bagian Keempat 
Penyertaan Modal Gampong 

Pasal 36 

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, antara lain 
digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah gampong yang 
diinvestasikan dalam BUMG/BUMG Bersama untuk meningkatkan pendapatan 
gampong a.tau pelayanan kepada masyarakat. 

(2) · Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan 
gampong yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan 
dalamAPBG. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah 
kas gampong dan bangunan tidak dapat dijual. 

(4) Penyertaan modal pada BUMG/ BUMG Bersama melalui proses analisis 
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

-·--·-.- ·-··-·---~--
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(5) Penyertaan modal pada BUMG/ BUMG Bersamadapat dilakukan setelah 
dilakukan pertanggungjawaban laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya 
kepada Pemerintahan Gampong. 

Pasal 37 

(1) Pemerintah Gampong dapat melakukan penyertaan modal gampong 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b untuk mendanai kegiatan 
BUMG/ BUMG Bersama. 

(2) Penyertaan modal gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan qanun gampong. 

(3) Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
a,. penetapan tujuan penyertaan modal gampong; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari penyertaan modal gampong; 
c. besaran dan rincian penyertaan modal gampong yang harus dianggarkan; 
d. sumber dana penyertaan modal gampong; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan penyertaan modal gampong. 

(4) Penyertaan modal gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan 
pada rekening tersendiri dengan proses transfer langsung dari rekening 
gampong ke rekening BUMG/ BUMG Bersama yang sah. 

Pasal 38 

(1) Penyertaan modal pada BUMG/ BUMG Bersama dapat terdiri atas: 
a. Penyertaan modal gampong; 
b. Penyertaan modal masyarakat gampong. 

(2) Tata cara penyertaan modal pada BUMG/ BUMG Bersama sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), diatur dengan memperhatikan ketentuan 
indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis 
kelayakan penyertaan modal. 

(3) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), meliputi: 
a. Musyawarah gampong; 
b. Berita Acara Hasil musyawarah gampong; 
c. Analisa kelayakan usaha; 
d. Dasar pembentukan.; dan 

\.../ e. AD/ ART. 
(4) Ditambahkan pengaturan lainnya untuk BUMG/ BUMG Bersama. 

BABV 
PENGELOLAAN 

Pasal 39 

Pengelolaan keuangan gampong meliputi: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. penatausahaan; 
d. pelaporan; dan 
e. pertanggungjawaban. 

Pasal 40 

(1) Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
dilakukan dengan Basis Kas. 

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pencatatan 
transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas gampong. 

\ 
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(3) Pengelolaan keuangan gampong dapat dilakukan dengan menggunakan sistem 
informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 41 

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan gampong merupakan perencanaan 
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Gampong pada tahun anggaran 
berkenaan yang dianggarkan dalam APBG. 

(2) Sekretaris Gampong mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBG 
berdasarkan RKPG tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBG yang 
diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun yang paling sedikit roemuat: 
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan 

gampong dan RKPG; 
b. prinsip penyusunan APBG; 
c. kebijakan penyusunan APBG; 
d. teknis penyusunan APBG; dan 

.. . e. hal khusus lainnya. 
G (3) Rancangan APBG yang telah disusun merupakan bahan penyusunan 

Rancangan Qanun Gampong tentang APBG. 

Pasal 42 

(1) Sekretaris gampong menyampaikan Rancangan Qanun gampong tentang APBG 
kepada Keuchik. 

(2) Rancangan Qanun gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan Keuchik kepada Tuha Peut Gampong untuk dibahas dan 
disepakati bersama dalam musyawarah Tuha Peuet Gampong. 

(3) Rancangan Qanun gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

(4) Dalam hal Tuha Peuet Gampong tidak menyepakati rancangan Peraturan 
Gampong tentang APBG yang disampaikan Keuchik, Pemerintah Gampong 
hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran 
operasional penyelenggaraan pemerintahan gampong dengan menggunakan 

"-'. pagu tahun sebelumnya. 
(5) Pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana 

diroaksud ayat (4) meliputi: ATK, perlengkapan perkantoran, roakanan dan 
minuman, listrik/telpon/ air /internet. 

(6) Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana diroaksud pada ayat (4). 

Pasal 43 

( 1) Atas dasar kesepakatan bersama Keuchik dan Tuha Peuet Gampong 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Keuchik menyiapkan 
Rancangan Peraturan Keuchik mengenai penjabaran APBG. 

(2) Sekretaris Gampong mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan 
Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 44 

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG 
kepada Camat. 
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Pasal 45 

(1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (3) disampaikan Keuchik kepada Camat paling lambat 3 (tiga) 
hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi 
Rancangan Qanun Gampong tentang APBG. 

(3) Penyampaian Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi: 
a. surat pengantar; 
b. Rancangan Peraturan Keuchik mengenai penjabaran APBG; 
c. Qanun Gampong mengenai RKPG; 
d. Qanun gampong mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala gampong, jika tersedia; 
e. Qanun Gampong mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; 
f. Qanun Gampong mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan 
g. berita acara hasil musyawarah Tuha Peuet Gampong. 

Pasal 46 

\...___,. (1) Camat dapat mengundang Keuchik dan/atau Aparat Gampong terkait dalam A 
pelaksanaan evaluasi. \ 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam 
Keputusan Camat dan disampaikan kepada Keuchik paling lama 20 (dua 
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Qanun Gampong dimaksud 
berlaku dengan sendirinya. 

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan RKPG, selanjutnya Keuchik menetapkan menjadi 
Qanun Gampong. 

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan RKPG, keuchik bersama Tuha Peuet Gampong 
melakukan penyempumaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung 

( sejak diterimanya hasil evaluasi. 

Pasal 47 

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), tidak 
ditindaklanjuti oleh Keuchik dan Keuchik tetap menetapkan Rancangan Qanun 
Gampong tentang APBG menjadi Qanun Gampong dan Rancangan Peraturan 
Keuchik tentang Penjabaran APBG manjadi Peraturan Keuchik, Camat 
membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat. 

(2) Keuchik memberhentikan pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan 
Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dan selanjutnya Keuchik bersama Tuha Peuet 
Gampong mencabut Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik dimaksud. 

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik hanya 
dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan 
pemerintahan gampong dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai 
penyempumaan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG disampaikan dan 
mendapat persetujuan Camat. 
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Pasal 48 

(1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG yang telah dievaluasi ditetapkan 
oleh Keuchik menjadi Qanun Gampong tentang APBG. 

(2) Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan. 

(3) Keuchik menetapkan Rancangan Peraturan Keuchik tentang penjabaran APBG 
sebagai peraturan pelaksana dari Qanun Gampong tentang APBG. 

(4) Keuchik menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG dan Peraturan 
Keuchik tentang penjabaran APBG kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja setelah ditetapkan. 

Pasal 49 

(1) Keuchik menyampaikan informasi mengenai APBG kepada masyarakat melalui 
media informasi. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: 
a. APBG; 
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan 
c. alamat pengaduan. 

Pasal 50 

(1) Pemerintah Gampong dapat melakukan perubahan APBG apabila terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan gampong pada 

tahun anggaran berjalan; 
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun 

berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; 
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar 

sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 
d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan 

dalam tahun anggaran berjalan. 
(2) Perubahan APBG hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 
(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah : 

bencana alam, krisis sosial, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

(4) Perubahan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
Qanun Gampong mengenai perubahan APBG dan tetap mempedomani RKPG. 

Pasal 51 

(1) Pemerintah Gampong dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan 
Keuchik tentang perubahan penjabaran APBG sebelum Rancangan Qanun 
Gampong tentang Perubahan APBG ditetapkan. 

(2) Peraturan Keuchik tentang perubahan penjabaran APBG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan gampong pada 

tahun anggaran berjalan; dan 
b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek 

belanja. 
(3) Keuchik memberitahukan kepada Tuha Peuet Gampong mengenai penetapan 

Peraturan Keuchik tentang perubahan penjabaran APBG dan selanjutnya 
· disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan 
Keuchik tentang perubahan penjabaran APBG. 

~ 
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Pasal 52 

Ketentuan mengenai penyusunan Qanun Gampong mengenai APBG sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap penyusunan Qanun Gampong mengenai perubahan APBG. 

Bagian Kedua 
Penyaluran 

Pasal 53 

(1) DD, ADG dan BHPRK disalurkan oleh Kabupaten kepada Gampong. 
(2) Penyaluran DD, ADG dan BHPRK ke Gampong sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKG. 
(3) Pemerintah Gampong membuka RKG pada Bank Pemerintah; 
(4) PPKK menyalurkan langsung ke RKG melalui Bank Pemerintah . . 

Pasal 54 

(1) Penyaluran DD, ADG dan BHPRK ke Gampong sebagaimana dimaksud dalam \ 
Pasal 53 ayat (1) dilakukan secara bertahap. 

(2) Penyaluran DD, ADG dan BHPRK ke Gampong setiap tahap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bersamaan atau secara 
terpisah. 

Pasal 55 

(1) Keuchik mengajukan permohonan pencairan DD, ADG dan BHPRK setiap tahap 
kepada Bupati c.q Kepala BKK, setelah diverifikasi oleh Camat; 

(2) Camat dalam memverifikasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dibantu oleh TPTK. 

(3) TPTK terdiri dari : 
a. Camat sebagai koordinator; 
b. Kasi Pembangunan Gampong dan Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat 

Kecamatan sebagai Ketua; dan 
c. Anggota yang terdiri dari : 

1. Kasi Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Administrasi Umum 
Gampong. 

2. Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan. 
3. Imeum Mukim, dan 
4. Tenaga Pendamping Profesional yang berkedudukan di Kecamatan 

(Pendamping Desa). 
(4) TPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas: 

a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan pencairan DD, ADG dan BHPRK 
setiap tahap; 

b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan DD, ADG dan 
BHPRK; 

c. melakukan pembinaan administrasi keuangan Gampong; dan 
d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. 

(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lama 2 (dua) hari 
kerja. 

(6) Dalam pelaksanaan tugas sebagai Anggota TPTK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c angka 4, tidak diperbolehkan menerima honorarium dari APBG. 

(7) TPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 
Camat. 
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Pasal 56 

(1) Penyaluran. DD, ADG dan BHPRK Tahap I dapat dicairkan apabila Gampong 
telah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan disampaikan 
kepada Bupati c.q Kepala BKK, sebagai berikut : 
a. surat permohonan pencairan; 
b. RKPG tahun anggaran berjalan; 
c. APBG tahun anggaran berjalan; 
d. Rincian Anggaran Kas (RAK) DD, ADG dan BHPRK Tahap I; 
e. surat pemyataan tanggung jawab belanja; 
f. kwitansi; 
g. pakta integritas bermaterai cukup; 
h. rekomendasi dari TPTK; dan 
i. surat pengantar dari DPMP4. 

(2) Penyaluran DD, ADG dan BHPRK Tahap II dapat dicairkan apabila Gampong 
telah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan disampaikan 
kepada Bupati c.q Kepala BKK, sebagai herikut : 
a. surat permohonan pencairan; 
b. laporan pertanggungjawaban penggunaan DD, ADG dan BHPRK tahun 

anggaran sebelumnya; 
. .. c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran \ 

l> sebelumnya menunjukkan rata-rata rea!isasi penyerapan paling sedikit 
sebesar 50%, (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit 35o/o (tigapuluh lima persen); 

d. LPPG akhir tahun anggaran; 
e. RAK DD, ADG dan BHPRK tahap II; 
f. foto visual kegiatan yang telah dilakukan, yang diambil dari sudut 

pengambilan yang sama; 
g. surat pemyataan tanggungjawab belanja; 
h. kwitansi; 
i. pakta integritas bermaterai cukup; 
j. rekomendasi dari TPTK; dan 
k. surat pengantar dari DPMP4. 

(3) Penyaluran DD, ADG dan BHPRK Tahap III dapat dicairkan apabila Gampong 
telah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan disampaikan 
kepada Bupati c.q Kepala BKK, sebagai berikut: 
a. surat permohonan pencairan; 

"'-. b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD, ADG dan BHPRK 
· tahap sebelurnnya menunjukkan laporan rea!iasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 75o/o (tujuhpuluh lima persen). 

c. laporan pertanggungjawaban penggunaan DD, ADG dan BHPRK tahap II; 
d. perubahan APBG tahun anggaran berjalan apabila ada; 
e. RAK DD, ADG dan BHPRK tahap selanjutnya; 
f. foto visual kegiatan yang telah dilakukan, yang diambil dari sudut 

pengambilan yang sama; 
g. surat pemyataan tanggungjawab belanja; 
h. kwitansi; 
i. pakta integritas bermaterai cukup; 
j. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat gampong tahun 

sebelumnya; 
k. rekomendasi dari TPTK; dan 
1. surat pengantar dari DPMP4. 

. . 



Pasal 57 

(1) Muatan materi LPPG Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (2) huruf d, terdiri dari : 
a. pendahuluan; 
b. program kerja penyelenggaraan pemerintahan gampong; 
c. program kerja pelaksanaan pembangunan; 
d. program kerja pembinaan kemasyarakatan; 
e. program kerja pemberdayaan masyarakat; 
f. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong; 
g. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang 

ditempuh; dan 
h. penutup. 

(2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a memuat uraian 
tentang: 
a. tujuan penyusunan laporan; 
b. visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan gampong; dan 
c. strategi dan kebijakan. 

(3) Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana 

1 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat uraian tentang Rencana dan l 

~ Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Gampong dengan mengacu 
pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong. 

(4) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja 
Bidang Pembangunan Gampong dengan mengacu pada Rencana Kerja 
Pemerintahan Gampong dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 
Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong. 

(5) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja 
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja 
Pemerintahan Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong. 

(6) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan 

\: .·· Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai 
dengan kewenangan Gampong. 

(7) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf f, memuat uraian tep.tang : 
a. Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; 
b. Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Gampong; 
c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdiri dari : 

1. Pendapatan Gampong. 
2. Belanja Gampong, yang terdiri dari: 

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; 
b) Bidang Pelaksanaari Pembangunan Gampong; 
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; 
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 
e) Bidang penangulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak ; 
f) Jumlah Belanja; dan 
g) Surplus/Defisit. 

3. Pembiayaan Gampong, yang terdiri dari: 
a) Penerimaan Pembiayaan; 
b) Pengeluaran Pembiayaan; dan 
c) Selisih Pembiayaan. 

(8) Keberha.silan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang 



ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, memuat rincian 
ten tang: 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; 
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong; 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; 
d, Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan 
e. Bidang penangulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak ; 

(9) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufh, memuat materi: 
a. kesimpulan laporan; 
b. penyampaian ucapan terima kasih; dan 
c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut. 

(lO)LPPG Akhir Tahun Anggaran dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah 
penduduk pada akhir bulan Desember. 

C' (ll 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan 

Pasal 58 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong merupakan penerimaan dan 
pengeluaran gampong yang dilaksanakan melalui rekening kas gampong pada 
bank yang ditunjuk Bupati. 

(2) Rekening kas gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh 
Pemerintah gampong dengan spesimen tanda tangan Keuchik dan Kaur 
Keuangan. 

(3) Gampong yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening 
kas gampong dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Gampong 
dengan spesimen tanda tangan Keuchik dan Kaur Keuangan. 

(4) Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan gampong melalui rekening kas 
gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bu pa ti. 

Pasal 59 

(1) Nomor rekening kas gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, 
dilaporkan Keuchik kepada Bupati melalui Camat. 

\:_ ; (2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas gampong kepada Gubernur 
dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina 
Pemerintahan Desa. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pengendalian 
penyaluran dana transfer. 

Pasal 60 

(1) Untuk transaksi kegiatan pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 10.000.000,
(sepuluh juta rupiah) pada satu penyedia, dilakukan melalui mekanisme 
transfer langsung dari rekening kas gampong ke rekening penyedia. 

(2) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp 
5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional 
Pemerintah Gampong. 

Pasal 61 

(1) Keuchik menugaskan Kaur pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya 
menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun Gampong tentang 
APBG dan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG ditetapkan. 

(2). DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran gampong; 
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b. Rencana Kerja Kegiatan gampong; dan 
c. Rencana Anggaran Biaya. 

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana 
penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. 

(4) Rencana Kerja Kegiatan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, 
pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. 

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 
merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. 

(6) Kaur pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada 
Keuchik melalui Sekretaris gampong paling lama 6 (enam) hari kerja setelah 
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 62 

(1) Sekretaris Gampong melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima 
belas) hari kerja sejak Kaur menyerahkan rancangan DPA. 

(2) Keuchik menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris 
Gampong. 

Pasal 63 

(1) Dalam hal terjadi perubahan Qanun Gampong tentang APBG dan/atau 
perubahan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG yang menyebabkan 
terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Keuchik 
menugaskan Kaur pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan 
DPPA. 

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Gampong Perubahan; dan 
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

(3) Kaur pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada 
keuchik melalui Sekretaris Gampong paling lama 6 (enam) hari kerja setelah 
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Sekretaris Gampong melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 
(lima belas) hari kerja sejak Kaur menyerahkan DPPA. 

(5) Keuchik menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris 
Gampong. 

Pasal 64 

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAKG berdasarkan DPA yang telah 
disetujui Keuchik. 

(2) Rancangan RAKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 
Keuchik melalui Sekretaris Gampong. 

(3) Sekretaris Gampong melakukan verifikasi terhadap rencangan RAKG yang 
diajukan Kaur Keuangan. 

(4) Keuchik menyetujui rancangan RAKG yang telah diverifikasi Sekretaris 
Gampong. 

Pasal 65 

Rancangan RAKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, memuat arus kas 
masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari 
rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan 
oleh Keuchik. 
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Pasal 66 

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, memuat semua 
pendapatan gampong yang berasal dari Pendapatan Asli Gampong, transfer dan 
pendapatan lain. 

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) didukung oleh bukti 
yang lengkap dan sah. 

Pasal 67 

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, memuat semua 
pengeluaran belanja atas beban APBG. 

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah. 

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapat persetujuan Keuchik 
dan Keuchik bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari 
penggunaan bukti tersebut. 

(4) Kaur pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan 
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Kaur pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan 
untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan 
tugasnya. 

Pasal 68 

(1) Kaur melaksanakan kegiatan berdasarkan DPAyang telah disetujui Keuchik. 
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 

pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 
(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan 

melalui swakelola. 
(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan 

dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat 
dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk 
memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan.masyarakat setempat. 

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, 
baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia 
barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan 
barang/jasa di gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di 
gampong. 

Pasal 69 

(1) Kaur pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan 
kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan 
nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. 

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran. 

Pasal 70 

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69, untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara 
swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. 

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 
10 (sepuluh) hari kerja, Kaur pelaksana kegiatan anggaran wajib 
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mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk 
disimpan dalam kas gampong. 

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. 

(4) Kaur pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban 
pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bukti 
transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Gampong. 

(5) Sekretaris Gampong memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran 
dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur 
pelaksana kegiatan anggaran. 

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil 
dari jumlah uang yang diterima, Kaur pelaksana kegiatan anggaran 
mengembalikan sisa uang ke kas gampong. 

Pasal 71 

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui 
penyedia barang/ jasa dilakukan setelah barang/ jasa diterima. 

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan: 
a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan 
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat. 

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris 
gampong berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur 

pelaksana kegiatan anggaran; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBG yang tercantum 

dalam permintaan pembayaran; 
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur pelaksana kegiatan 

anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
(5) Keuchik menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi 

yang dilakukan oleh Sekretaris Gampong. 
(6) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang 

tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Keuchik. 

Pasal 72 

Kaur pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Keuchik paling lambat 7 (tujuh) hari 
sejak seluruh kegiatan selesai. 

Pasal 73 

(1) Kaur pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran 
belanja tak terduga yang diusulkan kepada Keuchik melalui Sekretaris 
Gampong. 

(2)• Sekretaris Gampong melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Keuchik melalui Surat Keputusan Keuchik menyetujui RAB pelaksanaan 
kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan 
oleh Sekretaris Gampong. 

(4) keuchik melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati 
paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Keuchik ditetapkan. 
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Pasal 74 

(1) Setiap pengeluaran kas gampong yang menyebabkan beban atas anggaran 
Belanja gampong dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. 

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak 
terhadap pengeluaran kas gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengeluaran 
kas gampong atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal. 

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 75 

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dari 
mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, 
dianggarkan dalam APBG. 

Pasal 76 

L (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud t 
dalam Pasal 32 huruf a, digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila 
realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja. 

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan 
dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun 
sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam APBG tahun anggaran berkenaan. 

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau 
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perhitungan 
riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran 
berikutnya. 

Pasal 77 

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan 
\c , pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a 

dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas gampong. 
(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang 

digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah 
ditetapkan dalam Qanun Gampong mengenai dana cadangan. 

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Qanun Gampong 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan apabila dana cadangan 
telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan. 

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggarkan pada 
penerimaan pembiayaan dalam APBG. 

Pasal 78 

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 hurufb, dicatat pada 
pengeluaran pembiayaan. 

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dimasukan sebagai pendapatan asli gampong. 
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Bagian Keempat 
Penatausahaan 

Pasal 79 

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana 
fungsikebendaharaan. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. 

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ditutup setiap akhir bulan. 

Pasal 80 

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu. kas umum yang terdiri atas: 
a. buku pembantu bank; 
b. buku pembantu pajak; dan 
c. buku pembantu panjar . 

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas 
gampong. 

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
rr.terupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran 
pajak. 

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. 

Pasal 81 

Penerimaan gampong disetor ke rekening kas gampong dengan cara: 
a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten; 
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/ atau kantor pos oleh 

pihak ketiga; dan 
c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga. 

Pasal 82 

(1) Pengeluaran atas beban APBG dilakukan berdasarkan RAKG yang telah 
disetujui oleh Keuchik. 

(2) Pengeluaran atas beban APBG untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola 
dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur pelaksana kegiatan anggaran 
atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh keuchik. 

(3) Pengeluaran atas beban APBG untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia 
barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas 
dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kaur pelaksana kegiatan anggaran dan 
telah disetujui oleh Keuchik. 

(4) Pengeluaran atas beban APBG untuk belanja pegawai, dilakukan secara 
langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Keuchik. 

(5) Pengeluaran atas beban APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4), dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi 
penerimaan. 

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani 
oleh Kaur Keuangan. 

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh 
penerima dana. 
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Pasal 83 

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 79 ayat (3), dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris 
gampong paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Sekretaris gampong melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Sekretaris gampong melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keuchik untuk 
disetujui. 

Bagian Kelima 
Pelaporan 

Pasal 84 

( 1) Keuchik menyampaikan laporan pelaksanaan APBG semester pertama kepada 
Bupati melalui camat. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. laporan pelaksanaan APBG; dan 
b. laporan realisasi kegiatan. 

(3) Keuchik menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara 
menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, 
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 

Pasal 85 

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBG kepada Menteri 
Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat 
minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. 

Bagian Keenam 
Pertanggungjawaban 

Pasal 86 

(1) Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBG kepada 
Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran 
berkenaan yang ditetapkan dengan Qanun Gampong. 

(4) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan: 
a. laporan keuangan, terdiri atas : 

1. laporan realisasi APBG; dan 
2. catatan atas laporan keuangan. 

b. laporan realisasi kegiatan; dan 
c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk 

kegampong. 

Pasal 87 

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, 
merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan gampong akhir 
tahun anggaran. 

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBG kepada 
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa 
paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. 
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Pasal 88 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87, diinformasikan 
kepada masyarakat melalui media informasi. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: 
a. laporan realisasi APBG; 
b. laporan realisasi kegiatan; 
c. kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana; 
d. sisa anggaran; dan 
e. alamat pengaduan. 

Pasal 89 

(1) Format Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II. 

(2) Format Rencana Anggaran Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. 
(3) Format Buku Kas Pembantu Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

IV. 
(4) Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana tercantum dalam 

. Lampiran V. 
U (5) Format Pemyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana tercantum dalam I 

Lampiran VI. \ 
(6) Format Buku Kas Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII. 
(7) Format Buku Kas Pembantu Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

VIII. 
(8) Format Buku Bank Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX. 
(9) Format Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Gampong Semester Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran X. 
( l 0) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Gampong Semester Akhir Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI. 
( 11) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII. 
(12)Format Surat Permohonan Pencairan sebagaimana tercantum Lampiran XIII. 
(13)Format Rencana Penggunaan Dana untuk Pencairan Dana ke BKK 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV. 
(14)Format Rencana Penggunaan Dana untuk Penarikan Dana ke Bank 

\ __ , sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV. 
(15)FormatKwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI. 
(16)FormatPakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII. 
( 17) FormatRekomendasi dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XVIII. 
(18)Format Surat Pengantar dari Camat sebagaimana tercantum Lampiran XIX. 
( 19) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XX. 
(20)Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADG sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXL 
(2l)Format Lapora..'1 Realisasi Penyerapan dan Capaian Output BHPRK 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII. 
(22)Sistematika LPPG sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII. 
(23.)Format DPAL tercantum dalam Lampiran XXIV. 
(24)Format Qanun Gampong tentang Perubahan APBG sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XXV. 
(25)Format Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG dan penjabaran 

Perubahan APBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI. 
(26)Format Evaluasi APBG sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII. 
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BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 90 

(1) PKG sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga 
pertanggungjawaban keuangan gampong. SKPK terkait, Camat dan Imum 
Mukim, menurut tupoksinya masing-masing, wajib melakukan : 
a. pembinaan; 
b. pengawasan; 
c. fasilitasi; dan 
d. pemantauan serta evaluasi atas sisa Dana di RKG. 

(2) Tenaga Pendamping Profesional melaksanakan fungsi pendampingan terhadap 
PKG sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga 
pertang,,,o-ungj awaban. 

Pasal 91 

Bupati melalui DPMP4 dan BKK melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa 
DD, ADG dan BHPRK di RKG. 

Pasal 92 

(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa DD, ADG dan 
BHPRK di RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditemukan Sisa DD, 
ADG dan BHPRK di RKG lebih dari 30°10 (tiga puluh persen), Bupati: 
a. Meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai Sisa DD, ADG dan BHPRK di 

RKG tersebut; dan/atau 
b. Meminta Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan 

pemeriksaan. 
(2) Sisa DD, ADG dan BHPRK di RKG lebih dari 30°10 (tiga puluh persen), 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari DD, ADG dan BHPRK pada 
tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa DD, ADG dan BHPRK tahun 
anggaran sebelumnya. 

(3) Keuchik wajib menganggarkan kembali Sisa DD, ADG dan BHPRK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya 

\'.V sebagai dasar penggunaan sisa DD, ADG dan BHPRK tersebut. 
(4) Dalam hal rancangan APBG tahun anggaran berikutnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), telah ditetapkan sisa DD, ADG dan BHPRK tersebut 
dapat digunakan mendahului penetapan Qanun Gampong tentang Perubahan 
APBG dengan cara menetapkan peraturan Keuchik tentang Perubahan 
Penjabaran APBG dan memberitahukan kepada Tuha Peut untuk selanjutnya 
ditampung dalam Qanun Gampong tentang Perubahan APBG atau 
dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Gampong yang 
tidak melakukan perubahan APBG. 

Pasal 93 

(1) Bupati dapat menunda penyaluran DD, berdasarkan rekomendasi yang 
disampaikan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 

(2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD RKG 
tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalarn hal Sisa DD di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar darijumlah 
DD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran DD tahap I tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan 
Sisa DD di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga 

~ 
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puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD. 

(5) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat 
disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Aparatur 
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi 
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD. 

Pasal 94 

(1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal: 
a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, telah 

diterima; 
b. sisa DD di RKG tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 

30°/o (tiga puluh persen); dan 
c. terdapat usulan dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 
ayat (1), berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak 
dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa DD di RKUD. 

Pasal 95 

(1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong 
yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten. 

(2) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong 
c;li wilayah Kecamatan masing-masing. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 96 

Kerugian Gampong yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/ atau 
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 97 

Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini 
mulai berlaku untuk APBG tahun anggaran 2020. 

~ 
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BAB IX 
PENUTUP 

Pasal 98 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya 
Tahun 2019 Nomor 5),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 99 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Diundangkan di Blangpidie 
pada tanggal 1y4rq<.,r~ 2020 M 

1,6 ~;fie~ 1441 H 

' SEK~~IS DAERAH \fh \KABUPAT~~E~ ~ARAT DAY/, 

Ditetapkan di Blangpidie 
pada tanggal 7~~1'u#'j 2020 M 

/.3 ""'-'laA./d14"1441 H 

'UPATIA~,\ 
_;;---

AKMAL IBRAHIM 

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR..tf 



Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor Jt Tah~ _ 
Tanggal J,'. ~~ 2020 M Iv 1441 H 

A. l. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan 

Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN 
l ' ·~O:.J.'~ELE.~Q~.-P.EMEJWN'.t~.UE.SA " 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang 
digunakan untuk tnendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang 
mencakuo: 

1 1 . Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 
Ooerasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk ke"1atan 1-7) 

1 1 01 Penvediaan Pen.,.hasilan Tetao da.• Tuniangan Keoala Desa 
1 1 02 Penvediaan Pemmasilan Tetao dan Tuniangan Peranl!1ffit Desa 
1 1 03 Penvediaan Jaminan Sosial baJ!:i Kepala Desa dan Peran11KBt Desa 
1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium .PKPKD dan PPKD, 

oerlene:kaoan oerkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/teloon. dll) 
1 l ·05 ' 'Penvedirum 'I'unh<n<Yan· 'BPD 
1 1 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan 

" oerkantoran. Pakaian Sera11am. oerialanan dinas listrik/teloon, dlll 
1 1 07 Penvediaan Insentif/Operasional RT/RW 
1 1 90-99 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 

· Oj!)erasielilal"PemeciFltahaN..l)esa. 

1 2 Sub Bidane: Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 
1 2 01 Penvediaan sarana laset tetanl oerkantoran/pemerintahan 
1 2 02 Pemeliharaan Gedun" /Prasarana Kantor Desa 
1 2 03 PembanP11nan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedunu /Prasarana Kantor Desa** 
1 2 90-99 lain-lain kee:iatan sub bidang sarana dan orasarana oemerintahan Desa* 

1 3 Sub Bidane: Administrasi Keoendudukan. Pencatatan Sioil. Statistik dan Kearsioan 
1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan 

KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) 
l 3 02 't'enyusunan(Pendataan/Pemutakhiran Profi!Desa (profil'kependudtikan dan 

ootensi desa)** 
1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsioan oemerintahan desa 
1 3 04 Penvuluhan dan Penvadaran Masvarakat tentang Keoendudukan dan Pencatatan Sin 

- 1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisioatif 
1 3.· 90"99, JaiB-lain-kegiataB suti .. tiidaBg·admmistrasi kepeBdudukaB,.]~eooatataB siJ!lil, statistik ·. 

dan kearsioan* 

1 4 Sub Bidang Tata Praia Pemerintahan, Perencanaan Keuane:an dan Pelaooran 
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, 

Musrenban11:des/Pra-Musrenbane:des, dll .. bersifat re•mlerl 
" · 'Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rem bug warga, dll., yang 

" 
1 4 02 

bersifat non-ree:uler sesuai kebutuhan desa) 
1 4 03 Penvusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dlll 
1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, 

dan seluruh dokumen terkait\ 
" 1 4 '·05 ' ·Pengelelaan/Administrasi/Inventacisasi./·Penilaian·A:set'Desa 

1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana 
Pembangunan/Keuangan) 

1 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan 
akhir tahun anggaran, laporan akhir masajabatan, laporan keterangan akhir tahun 

. ®""arw::t .. inf~si.,keoadaJlJ.<i.svar~l 
1 4 08 Pengembangan Sistem lnformasi Desa 
1 4 09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 

(Antar Desa/Kecamatan/Kabuoaten. Pihak Ketie:a. dlll** 

- -- -----· 
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1 4 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan 
Pemilihan BPD fvan" meniadi wewenan" Desai 

l 4' 11 'Penyelengga:raan I:.omba an:tar 'kewilayahan dan pengiriman 'kantingen dalam 
memrikuti Lomba Desa 

1 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan 
nelanoran* 

1 5 . Sub Bidane: Pertanahan 
1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa 
1 5 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda 

Pertanahanl 
1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masvarakat Miskin 
1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan 
1 ' "5"' . us ' Penvli.luhan T'ertanahan 
1 5 06 Administrasi Paiak Bumi dan B an {PBB) 
1 5 07 Penentuan/Penegasan/Pembanmman Batas/Patok Tanah Desa ** 
1 5 90-99 lain-lain kealatan sub bidan!! nertanahan* 

2. . .BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGlJNAN DESA 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam 
pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. 
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik a1can tetapijuga 
terkait dengan oemban•mnan non fisik seoerti oene:embangan dan nembinaan, 

2 1 Sub Bidan11: Pendidikan 
2 1 

'' 
01 'Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** 

'Bantuan Honor Pen!!aiar, Pakaian Ser'"'am, Onerasional, dstl 
1 02 Dukune:an Penvelen""araan PAUD fAPE, Sarana PAUD, dstl 

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan b""i Masvarakat 
2 1 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar 

'' · <Belmw ·Milik ·E>esa· ** 
2 1 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-

Formal Milik Desa** 
2 1 06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga 

Edukatif (APE) PAUD / TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Desa** 

2 1 07 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman 
Bacaan Desai Sanooar Belaiar Milik Desa** 

2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor 
Peni""a untuk Pemustakaan/Taman Bacaan Desal 

2 1 09 Pene:emban!!an dan Pembinaan San""ar Seni dan Belaiar 
2 l , Hl. ·Em ·Peffllidikan: ·1"'1>'i"Siswa Misltitt/B 
2 1 90-99 lain-lain kealatan sub bidane: oendidikan* 

2 2 Sub Bidane: Kesehatan 
2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; 

. '.fam.bahan.Jn.sentif.Bidan.Oesa/.Perawat Desa; .Penyediaan. Pelayanan.KB dan.Alat. 
Kontraseosi ba<Ji Keluar11:a Miskin, dstl 

2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas !bu Hamil, Kelas Lansia, 
Insentif Kader Posvandul 

2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga 
Kesehatan, Kader Kesehatan, dill 

2 2 ' 04 Penvelene:l!araan Desa Sia"a Kesehatan 
2 2 05 Pembinaan Palanl!: Merah Remaia {PMRl tine:kat desa 
2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarl!:a Balita (BKBl 
2 2 07 Pembinaan dan Pene:awasan Uoava Kesehatan Tradisional 
2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posvandu/Polindes/PKD 
2·' 2 ' 09· . ·~m·bangl!lrumf'Rcl<J.abilitasi/-P&ningkatan/P<mgadarm: Sal'ana:/~a: 

Posvandu/Polindes/PKD ** 
2 2 90-99 lain-lain kealatan sub bidane: kesehatan* 
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2 3 Sub Bidang Pekeriaan Umum dan Penataan Ruane: 
2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa 
2 3 02 Pemeliharaan Jalan Line:kummn Pennukiman/Gang 
2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa 
2 3 05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorone:-e:orong, Selokan, Box/Slab Culvert, 

'• " " brainase, Prasarana Jalan lain) " 

2 3 06 Pemeliharaan Gedune:/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasvarakatan 
2 3 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik 
2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa 
2 3 ' .QQ Pemelibarow. hlollJJme.n /. 'Bm"m>Desa 
2 3 10 Pemban=nan/Rehabilitasi/Penin,..1rntan/Pene:erasan Jalan Desa ** 
2 3 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 

Permukiman/Gang ** 
2 3 12 Pembanl!llnan/Rehabilitasi/Penine:Katan/Pengerasan Jalan Usaha Tani** 
2 3 13 Pembanl!llnan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pene:erasan Jembatan Milik Desa ** 
2 3 14 . ·Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, 

Selokan. Box/Slab Culvert. Drainase. Prasarana Jalan lain\ ** 
2 3 15 Pem ban•mnan/Rehabilitasi/Peninl!katan Balai Desa/Balai Kemasvarakatan** 

" 2 3 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah 
Milik Desa/Petilasan 

2 3· ' 17 ' .PembNatal'l./'Pemutakhiran ·Peta··Wiliwah"dan· Sesial-Desa· ** 
2 3 18 Penvusunan Dokumen Perencanaan Tata Rua= Desa 
2 3 19 Pemban=nan/Rehabilitasi/Pe tan Embun11: Desa ** 
2 3 20 Pemb•mminan/Rehabilitasi/Penin<Jkatan Monumen/Ganura/Batas Desa ** 
2 3 90-99 lain-lain kee:iatan sub bidane: oekeriaan umum dan oenataan ruane:* 

2 4 Sub Bidane: Kawasan Permukiman 
2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni 

(RTLH\ GAKIN foemetaan, validasi, dill 
2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resaoan Milik Desa 
2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air 

'l'luian/Summ'Bor, dill " 
2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tane:e:a Coipanisasi, dill 
2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar 

prasarana ialan) 
'' 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 

2 4.' 07 ' -PemelihaFaara.Fasilitas.Pengelolaan Sampah Desa.f Peranukiman-(Penampungan, " 

. Bank Samoah. dll) 
2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Jimbah Rumah Tan""al 
2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 
2 4 10 Pembane:unan/Rehabilitasi/Penine:katan Sumur Resanan ** 
2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata 

'' ·'Air/Tandon Penamou=an Air Hujan/Sumur Bor, dill** 
2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga 

(oioanisasi. dill ** 
2 4 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, 

Selokan. Parit. dll .. diluar nrasarana ialanl ** 
2· ' 4· 14 ' 1Pem1hari I · '"RehabilitasY.Penine:1<:at:an:·F'asilitas·Jambar1:·1Jm'l!tm/'MCK ummn·, ·d'll: "*" · 
2 4 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah 

Desa/Permukiman (Penamoungan, Bank Samoah, dll)** 
2 4 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, 

Air limbah Rumah Tan"11a)** 
2 4, ' 17 ' Pembane:unan/Rehabilitasi/Penine:katan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** 
2 4 90-99 lain-lain keaiatan sub bidanfl oerumahan rakvat dan kawasan oemukiman* 

~ 



2 5 Sub Bid11rnr Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
2 5 01 Penuelolaan Hutan Milik Desa 
2 5 . . . 02 . P.eial!elolaan. .. Lin an .l;lic:IJID.D.esa ., 

2 5 03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

2 5 90-99 lain-lain keviatan sub bid•mu Kehutanan clan Line:kune:an Hiduo* 

2 6 Sub Bid11rnr Perhubunuan, Komunikasi, clan lnformatika 
2 6 . 01 Pcmbuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 
2 6 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi 

Penetapan/LPJ APBDes untuk Ware:a. dll) 
2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/lnstalasi Komunikasi dan lnformasi Lokal 

Desa 
2. 6. 90-99. lain-lain kelriatan sub bidanl! Perhubunl!an, Komunikasi, dan Informatika* .. 

. 
2 7 Sub Bidang Enerlri dan Sumber Daya Mineral 
2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Enerlri Altematif tine:kat Desa 
2 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Altematif 

tin t Desa ** 
2 7 '90-99 'Iain-lain kee:iatan sub bidang Enerlri dan Sumber Da= Mineral* 

. 2 8 Sub Bid•mP' Pariwisata 
·2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 

2 8 02 Pemban"'inan/Rehabilitasi/Penine:katan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik 
•. 2 . g .. . ·Q3 .. Pe1'll!em®an""'m.·Pal!iwisam TiR11kat ·Qesa. 

2 8 90-99 lain-lain keuiatan sub bidane: oariwisata* 

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk 

.. meniqgkatkan,peran serta dan kesadaran mal!Jarakatflemb1:1ga kemasyarakatan 
desa yang mendukune: proses pembane:unan desa yang mencakuo: 

3 1 Sub Bidane: Ketenteraman. Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masvarakat 
3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan 

oelaksanaan iadwal ronda/oatroli dill ** 
3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh 

'• 'Pemerlntah l'Jesa (Satlihmas ilesa} 
3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat 

ldene:an masvarakat/instansi pemerintah daera:h. dill Skala Lokal Desa 
3 1 04 Pelatihan Kesiapsial!aan/Tanl!l!ap Bencana Skala Lokal Desa 

' 3 1 05 Penvediaan Pos Kesiapsiae:aan Bencana Skala Lokal Desa 
•, 3 1. . . 06 .. .Bantuan..hlJJ.kwn. Untuk..Anaretw: D.esa.d.an .l'vlas,y.ru;akat Miskin . 

3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan 
Pelindungan Masvarakat 

3 1 90-99 Iain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan 
Masvarakat* 

3 2 Sub Bidang Kebudavaan dan Keaimmaan 
3 2 01 Pem binaan Group Kesenian dan Kebudavaan Tin!!Jrnt Desa 
3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di 

tinvkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 
3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan .. harikemerdekaan, hari besar ke11e:amaan, dll\' tingka:t Desa 
3 2 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik 

Desa ** 
3 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Kebudavaan/Ruma:h Adat/Keae:amaan Milik Desa ** 
.. 3.· . 2· 90.99, laia-lain.·ke · · Sl>lb.·hidatill!'.. Kebudavaan.·daaK=uamaan.* ! 



3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di 

3·· . 3•' · ·en · tim!ka:t " 

Kecamatan dan Kabupaten/Kota 
Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan 

3 3 02 Wawasan 
Kebangsaan, dill tin11kat Desa 

3' 3 03 'Penyelen!lllaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tinl!kat Desa 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik 

3 3 04 Desa** 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 

3 3 05 Kepemudaan dan 

· Dlah Raga Millk Desa'*"· " 

3 3 06 Pembinaan Karan!! Taruna/Klub Keoemudaan/Klub Olah raga 

3 3 90-99 lain-lain keiriatan sub bidanll Kepemudaan dan Olah Raga* 
4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 

4 .. 1 01 . .P.emelibaraw.IW::amba/lW!aro.P.erikaP.an . .Daratli4.ilik,Oe.sa. 
4 1 02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 

Cu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat 
4 1 03 Milik 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil 
4 1 04 Milik 

" 'l>esa** " 

4 1 05 Bantuan Perikanan IBibit/Pakan/dstl 
4 1 06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan 

Darat/Nelavan ** 
4 1 90-99 lain-lain keuiatan sub bidanl! kelautan dan oerikanan* 

4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan 

4 2 01 pertanian, 
nen11uilingan Padi/i""'lil"' dill 

4" 2 ' 02 ' 
Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan 
'peternakan, " 

kandan<> dill 
4 2 03 Pen"'1atan Ketahanan Panl!an Tingkat Desa fLumbung Desa, dill ., 

'"--'' 4 2 04 Pemeliharan Saluran lrigasi Tersier I Sederhana 
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk 

4, ' .2. 'Q~' l'et . :.P.etei;oakai;i .. * 
4 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidam: Pertanian dan Peternakan* 

4 3 Sub Bidane: Penin11kAtan Kanasitas Anaratur Desa 
4 3 01 Peninl!katan kaoasitas keoala Desa 
4 3 02 PeninukAtan kaoasitas oeran<>kRt Desa 
4 . 3 . 03 l>eningkatan kapasitas BPD 
4 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa 

4 4 Sub Bidang Pemberdavaan Peremouan. Perlindungan Anak dan Keluarga 
4 4 01 Pelatihan/Penvuluhan Pemberdavaan Peremouan 
4· ' 4 02 . ~atihan/'Penvruuhan·Ferlindungan· All'lak 
4 4 03 Pelatihan dan Pen1ruatan Penvandang Difabel lnenvandang disabilitas) 

lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
4 4 90-99 Anak* 

4 5 Sub Bidang Kooerasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah IUMKMl 
4 5 ' 01 'Pelatihan Manaiemen Pen<>elolaan Kooerasi/ KUD / UMKM 

Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta 
4 5 02 Kooerasi 

Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan 
4 5 03 Non-

.. Pertanilm 
4 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kooerasi. Usaha Kecil dan Menenl!ah* ~ 



I 

I 

\_____: 

~ 

4. ·6 Slib.·Bidru!e: ·DukliFll!'aFl ·Peaar.iaman.Mecilal 
4 6 01 Pembentukan BUM Desa fPersiapan dan Pembentukan Awal BUM Desal 
4 6 02 Pelatihan Pene:elolaan BUM Desa f Pelatihan vane: dilaksanakan oleh Desa 
4 6 90-99 lain-lain keuiatan sub bidane: Penanaman Modal'• 

4 7 Sub'8idan11:· Perd an•dan ·Perindustrian 
4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 
4 7 02 Pem· nan/Rehabilitasi/Peninokatan Pasar Desa/Kios milik Desa ** 
4 7 03 Pene:embane:an Industri kecil level Desa 

4 7 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian* 

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN 
MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 
Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, 
keadaan darurat dan mendesak: 

5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 
5 1 00 Penanggulangan Bencana 
5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 
5 2 00 Keadaan Darurat 
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak. 
5 3 00 Keadaan Mendesak 

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota) 
*" = (untuk penamaan kegiatan, pilih sa1ah satu sesuai kebutuhan desa, misal : 

.Bem.bai;igrma.n, .. ata.Reb.abilitasi, .. atau.Peningkatan, .. atau..Bengerasan). 

·- ·~ 

~ 



\:__) 
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Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor ~ Tahun 2020 
Tanggal 7 rcv,g'i 2020 M 

1-3fj )!1A..l(t~u1441 H 

FORMAT QANUN GAMPONG TENTANG APBG 

I 

KEUCHJ.K GAMPON.G .... ., . ., ......... ,. .. 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

QANUN GAMPONG ............ . 
NOMOR ..... TAHUN .... . 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG 
TAHUN ANGGARAN .......... 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

KEUCHIK GAMPONG ............ ., 

M.ei;W:i;J.bang .: .a. bahwa sesuai dengan P.asal ..... ay.at "·· Peraturan B:upati Aceh 

Men.gii:igat 

Barat Daya Nomor ... Tahun ...... tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya 
Keuchik menetapkan rancangan Qanun Gampong ................ . 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); 

b. bahwa Rancangan Qanun Gampong .. .. ...... .. .. ... tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan 
disepakati bersama Tuha Peut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan 
·Qanu.n ·Gampong .. .. . .. .. .. .. .. .. ·tentang Anggaran ·p>endapatan 
dan Belanja Gampong (APBG) menjadi Qanun Gampong 
.............. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong 
(APBG) Tahun Anggaran ........ 

l. Und.an.g~Unda;rag .N:i;m;wr .t)_ T.ahu.n 2014 . .ten.tang .O.esa .(J..em.bai;an 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara 5495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Re_publik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (tembaran Negara Republik Indonesia "I'ahun 20'15 l 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717); l 



L 

(; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negai;a .(Lembai;an .J\O.egai:a .Republik .J.ndonesia '.Lab.tin .20.14. 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
'Tahun '2'01'S· N"omor '61:1')'; 

5. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor .. .. .......... Tahun 
tentang .. ....... .... (Lembaran Daerah Kabupaten 

.................. Tahun ............ Nomor ..... ); 
6. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .............. Tahun 

. ......... .tentang ... . ..... ....... .(Berita .:Kabupate:n Aceh B.a.t:at .Daya 
Tahun ............ Nomor ..... ); 

7. Dst. 

Dengan Kesepakatan Bersama 
TUHA PEUT GAMPONG ............ . 

. dan 
KEUCHIK GAMPONG ............ . 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : QANUN GAMPONG .. ............ .... .. .. TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 
...... ·den.gan perincian sebagai berikt.tt: 

1. Pendapatan Gampong 
2. Belanja Gampong 

Surplus/Defisit 

3. Pembiayaan Gam,pong 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan (a - b) 

Pasal 2 

Rp .............. :::::::::::. 
Rp ..... :..:.:···.:..:;···:.:..:.··:..:.:· -'-"--
Rp ......................... . 

Rp ........................ . 
Rp ....................... .. 
Rp ......................... . 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun Gampong 
ini: 

l'a!!al 3. 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 
a. APBG; 
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; c. daftar 

dana cadangan, jika tersedia; dan 
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran ~ 

sebelumnya, jika ada. \ 



. ~ 

c 

' . 

\... . 

' 

Pasal 4 
Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran 
Anggaran .Pendaf)atan ·dan Belanja -Gam.p0mg -sebaga.i .Jandasan. 
operasional pelaksanaan APBG. 

Pasal 5 
(1) Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga. 
(3) Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak 
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 
·diusulkan ·dalam rancangan Qanun ·Gampong tentang 
perubahan APBG. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi kriteria: 
a. bukan merupakan kegiatan 

pem.tu:iP.taJ::i (}i;u:Q.pong d.at;t. 
sebelumnya; 

normal dari 
~- dapat 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

aktivitas 
d.ipi:eilikfil. 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Gampong; 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar 
biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan 

e. berskala lokal Gampong. 

Pasal6 
Dalam ha! terjadi: 
a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam 

pendapatan Gampong pada tahun berjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

antar objek belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan 

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun 
'b~lan. 

Keuchik dapat mendahului perubahan APBG dengan 
melakukan perubahan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran 
APBG dan memberitahukannya kepada Tuha Peuet. 

Pasal 7 
Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Gampong ....... . 

·Biteta-pka'l'J: di ................... . 
pada tanggal .................... . 

KEUCHIK GAMPONG ......... . 

tanda tangan 

NAMA 
Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

'S'EKRE'fi\'RIS· 'C:X:Mv.fi!>ONCi. ...•....•. , 

tanda tangan 

NAMA 
LEMBARAN GAMPONG ........ TAHUN ... NOMOR .. . ~ 



Lampiran Format APBG 

LAMfllRAN 
QANUN GAMPONG ........ . 
NOMOR. ......... TAHUN ............... . 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN GAMPONG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG 
PEMERINTAH GAMPONG ............. . 

TAHUN ANGGARAN ............ . 

KODE l\.NGGARAN SUMBER 
. , I REKEN'l'NG . . ·uRAIAN .. ·DANA·· 

Rp. 

1 2 3 4 5 

a b c a b 

4 PENDAPATAN 

4 1 PAGarnoong 

t ,_,,: 4 2 Transfer 

4 3 Pendapatan lain-lain 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELANJA 

1 Penvelemze:araan Pemerintahan Desa 
Denyelenggaraan Belanja Penghasilan 

J 1 •· .. ~etap, Tunjangan. Tetap .. dan .Openasional 

Demerintahan Gampong 
Penyediaan Penghasilan Tetap dan 

1 1 01 Tunjangan Keuchik 

. 1 1 . 01 . 5. 1 . Belanja Pegawai 
Administrasi Kependudukan, Pencatatan 

1 3 Sipil, Statistik dan Kearsipan 
Pelayanan administrasi umum dan 

1 3 01 . kependudukan 
·(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu 
Keluarga, dll) 

1 3 01 5 2 Belania Baran!!' dan Jasa 

2 · Pelaksanaan Pembanl!'llnan 'Garnoong 

2 1 Pendidikan 
Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan 

2 1 05 Sarana Prasarana Perpustakaan 
.. · ./T.aman. Bacaan. Gampong . 

f 



2 1 05 5 3 Belanja Modal 
Penanggulangan Bencana, Keadaan 

•. 5. . . . . 
· 'Darurat <tan Mendeslik .. . . .. 

5 1 Penan1rnulangan Bencana 
5 1 5 4 Belanja Tak Terdu2a 
5 1 Keadaan Darurat 
5 1 5 4 Belania Tak Terdue:a 

•. 
·dst· 

JUMLAH BELANJA 
SURPLUS /IDEFISITl 

. 6. .PEMBIAYAAN 
6 1 Penerimaan Pembiavaan 
6 2 Pengeluaran Pembiavaan 

SELISIH PEMBIAYAAN 
..................... ' .................... . 

Keuchik Gampong ......... . 

( ...................................... ) 
\_,_~terangang Cara Pengisian 
Kolom l: : di±si berdasarkan klasifikasi Bid-a1rg Kegiatan: 

a.bidang; 
b. sub bidang; dan 
c.kegiatan 

Kolom 2· : diisi berdasarkan 1dasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapa:tan, Be1anja 
danPembiayaan: 

r· 

- Bagian pendapatan diisi: 
a.pendapatan;dan 

b.kelPlP.P~- pen~paj;l:l,p, 

- Bagian Belanja diisi: 
a. Belanja; dan 

\ .. __ •' 

b.jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan) 
- Bagian Pembiayaan diisi: 

a.Pembiayaan; 
b. Kelompok pembiayaan. 

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode 

rekening lihat lampiran Permendagri ini) 
Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam R 
· kegiatan (kolom 1.c) terkait . 1 



Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor q Tahun 2020 
1:00.ggal. 7JlfffJJt#j 2020. M. 

/.3 - ~1441 H 

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 

RENCANA ANGGARAN BIAYA. 
GAMPONG ........................ KECAMATAN ....................... . 

TAHUN ANGGARAN ........ .. 

1. Bidang .............................. . 
2. Kegiatan . . ............................ . 
3-. Waktu .Pele.ksanaan : ............................. . 

Rincian Pendanaan 

NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN 
fRn.) 

1 2 3 4 

\__'. 

. JUMLAH (Rn.l 

JUMLAH 
!Rn.l 

s 

................ ., tanggal .................... .. 

Disetujui 
Keuchik, 

Cara Pengisian : 

Kaur ........................... , 

. 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja gampong; 
'-., ). Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBG;. 

3. kolom 1 diisi dengan nomor urut; 
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan; 
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupajumlah orang/barang; 
6. kcilom 4 diisi dengan ·harga satuan yang merupaKan besaran unttik merribayar 

orang/barang; 
7. kolom 5 diisi denganjumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4. 

~ 



Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor .If Tahun 2020 
T<Bflggal.~~6cqq;; 2020-·M 

~~1441H 

FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 

A,. E.uku.~.~.@J.b.alli.u.~taR 

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 
GAMPONG .................... KECAMATAN ...................... . 
TAHUN ANGGARAN ......................................... . 

No. Tanggal Nomor Uraian Penerimaan Pengeluaran (Rp) Pengembalian 
Bukti dari Kas keKas 

(Rp) Belanja Belanja Gampong 
Barang Modal (Rp) 

" " dan Jasa " 
1 2 3 4 5 6 7 8 

(;. ' 
Pindahan .cJ . Jumlah 
dari halaman 

. ~ebelumnya 
" " 

Jumlah 
Total 
Penerimaan Total Pene:eluaran 

Total Pene:eluaran + Saldo Kas 

Saldo Kas 
(Rp.) 

9 

" 

....................... ' ..................... . 
Kaur ...................................... . 

( ............................................ ) 

< . ,Carapengjs_ian: 
\.. 0K.olom 1 : diisi dengan nomor urut. 

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi. 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi. 
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi. 
Kolom 5 : diisi deng!llJ.umlah rupiah,yan,g,diterima dari kas Gampong, 
Kolom 6 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 
Kolom 7 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. 
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Gampong. J 
Kolom 9 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah. 

1 

-~ 

" 

" 



B. Buku Kas Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat. 

-6U:K.U .Kl\..SP.~'.rU ~G:.IA'.lAN..-PENEfil:M.M.N. S:WAD~A.~ 
GAMPONG .................... KECAMATAN ...................... . 
TAHUN ANGGARAN ......................................... . 

,._ ·-···- ~-- ........ ..._,._,._ ................................. 
No. Tanggal Norn or Uraian Penerimaan Nomor Saldo Kas 

·· ·Bukti ·· · Bukti· 'Set{')F K~ . ·(·Rp,} " 

Uang Barang KasGampong 
(Rp) Tenaga (Rp) 

Volume 
1 2 3 4 5 6 7 8 

.. Pindahan '. . ' 
·Jumlah 
dari halaman 
sebelumnya 

Jumlah 
·Total " 

Penerimaan Total Pengeluaran 
~I Total Pengeluaran + Saldo Kas 

....................... ' ..................... . 
Kaur ...................................... . 

( ............................................ ) 

Cara pengisian: 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut. 
Kolom 2 : d.iisi de:ngan. tanggal. tFansaksi. 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi. 
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi. 
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang diberikan. 
Kolom q : diisi dengan volume jenis barang dan jasa. 
Kolom. 7 : ·diisi dengan.jumlah .rupiah. yang .dikembalikan.ke .. KasG.amponcg. Q 

(,';<:olom 8 : diisi denganjumlah saldo kas dalam rupiah. 

1 



Lampiran V Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor 4- Tahun 2020 
'J;~a1~tt-eri 2020.·M 

~#::/drl441 H 

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP) 
GAMPONG ........................ KECAMATAN ....................... . 

TAHUN ANGGARAN ......... . 

1. Bidang 
2. Sub Bidang 
3. Kegiatan 
4. Waktu Pelaksanaan 

PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN JUMLAH SISA 
NO. URAIAN ANGGARAN S.D.YG SEKARANG SAMPAI DANA 

LALU. .SAATINI 

c ., · __ ; 
1 

\._) 

!Ro.) 
2 3 

JUMLAH 

Telab. .dilakukan. :v,erifikasi 
Sekretaris Gampong, 

Setujui untuk aibayarH:an 
Keuchik, 

Cara Pengisian : 

(Rp.) (Rp.) (RP.) 
4 5 6 

................. , tanggal ..................... . 

.Kaur ........................... ,. 

'Te1ah aibayar 1unas 
Kaur Keuangan, 

1. Bideng··diisi·dengan-·J.roderekeningberdasarkan- 'klasifikasi·J.relmttp1)k-belan.ja:gmnpcmg: 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBG. 
3. Kolom 1 dengan nomor urut. 

(Ro.) 
7 

" 

4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. ~ 
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 
7. KolPm.5 . .diisi.dengan. .. r.iru;ian.yan.g.dimintakan.lllltuk.dibayar. .. 
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini. 
9. Kolo~ 7 disi dengan sisa anggaran. 



Lampiran VI : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor 4-Tahun 2020 
'.J?anggal 7 ~brf/¢'i 20.ZQ .. M 

'V rlt4,,~1441 H 

FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 

PERNYATAAN TANGGUNG JAW AB BELANJA 
GAMPONG ........................ KECAMATAN ...................... .. 

TAHUN A)'l"GGARAN ........ .. 

1. Bidang 
2. Sub Bidang 
3. Kegiataa 

NO. PE NERI MA URAIAN 

l, 

1 2 3 

" I 

JUMLAH fRp.\ 

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas 
untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan 
perun.clang-uilll.Gl.an.gan. 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

................. , tanggal ..................... . 
Kaur ................................ . 

, · . Cara Pengisian: 

JUMLAH 
l'Rn.I 

4 

sebagai terlampir, 
sesuai peraturan 

\._. • 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja gampong; 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBG; 
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut; 
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja; 
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja; 
6. kolom 4 diisi denganjumlah belanja; 
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan. 

" 

f 



KECl\MATAN 
KABUPATEN 
PROVINS! 

: ACEH BARAT DAYA 

NO. 

1 

:ACEH 

TANGGAL KODE REKENING 

2 3 
1 2 

a b c a b c 

JU.MLAH 

Diverifikasi oleh 
Sekretaris Gampong1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 

d 

URAIAN 

4 

FORMAT B~U KAS UMWM 

BUKU KAS UMUM 
GAMPONG .. : ................. ,-.. . 
TAHUN ANGOARAN ......... . 

r 
\. 

Lampiran VII: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor 4 Tahun 2020 
Tangg~?fi:.,L.2020 M 

'fdl'-' 1441 H 

PE NE RIMA.AN PENPELUARAN NO JUMLAH 
SALDO 

PENGELUARAN 
(RP~) (RP.) BUKTI 

KOMUIATIF 
(RP) 

5 6 7 8 9 

Rn. Rp. EP. Rp. 

. ............... , tanggal ··············!······ 

Kaur Keuangan, 

.......................................... 
Disetujui oleh : 

Kei.i:chik 

. .:. ................... -.................. : .. . 



No. 

1 

TANGGAL 

2 

JUMi,AH 

MENGETAHUJ 
KEUCHIK, 

.................................. ; ....... . . . 

- - _. ____ ._____ . ' 
. ·-·· ---- _--· 

Lampiran VIII : Peraturan B'upati Aceh Barat Daya 
Nomor .t!f T~un 2020 
Tanggal ~,it£rf(_.;~ 2020 M 

FO~TBUKUPEMBANTUPAJAK 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 

. -<.i.R, ?ff.~ 1441 H 

GAMPONG .... 1 ••••••••••••••••••• KECAMATAN ............ 1 ••••••••••• 

TAHUN ANGGARAN ......... . 
. 

URAIAN 
PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO 

(Rp.) (Rp.) . (Rp.) . 
~: 4 5 .. 6 

.. 

................ , tanggal .................... . 

KAUR KEUANGAN, 

. ........................................... . . . 



r:' ' . -. 
·-.._ ,· 

Cara Ptmgisian : 
1. Kolom ldiisi dengan nomor urut penerima atau pengeluaran; 
2. Kok>m 2 diisi dengan tanggal perierimaan atau pengeluaran; 
3. Ko!Om 3 diisi dengan kode rekening penerimaail atau pengeluaran sebagafilrana tertera da.fam Penjabarari APBG; 
4. Kok>m 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran sebagflimana tertera dalam Penjabaran APBG; 
5. Kok>m 5 diisi denganjumlah rupiah penerimaan; 
6. Kolom 6 diisi denganjumlah rupiah pengeluaran; t 
7. Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi; 
8. Kolom 8 diisi dengan penjumlah,9n komulatif p,engeluaran; 
9. Kolt>m 9 diisi dengan saldo kas. 



·' 

NO. 
TANGGAL URAIAN 

TRANSAKSI TRANSAKSI 

1 2 3 

TOTAl,TRANS~SIBULANIN,I 
TOTAi, TRANS~SI KUMULA'.l'IF 

MENGETAHUl 
KEUCHIK, 

.................................. ; ....... . 

Lantpiran IX Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 

FORMATBUKUBANKGl\:MPONG 

BUKU BANK GAMPONG 

Nomor fj-T~un 2020 
Tanggal~6r'14fF"/ 2020 M 

~ jfl:kij" 1441 H 

GAMPONG ........................ KECAMATAN ············;··········· 
TAHUN ANGGARAN ......... . 

PEMASUKAN 
BUKTI SETO RAN BUNGABANK TRAN$;AKSI 

. (Rp.) IRp.) 
4 5 6 

BULAN 
BANKCABANG 
REK. NO . . 

PENGELUARAN 
BIAYA PENARIKAN PAJAK ADMINISTRA$I 

IRP.l (Rp.) IRP.l 
7 8 9 

SALDO 

IRP.) 
10 

............... ., tanggal ····················· 

KAUR KEUANGAN, 

. ....................................... . 



.-: 

,. __ -

Cara fengisi.an : 
1. Ko,:Om 1 diisi dengan nomor urnt penerimaan atau pengeT.uaran kp,s peiigeluatan; 
2. Kolom 2 diisi d~ngan tanggf,11 penerimactn atau peng.eT.uaran kas pengeT.uaran; 
3. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau p~eT.uaran If.as; 
4. KoJom 4 diisi ~ngan jumlah rnpiah penerimaan kas; 
5. Koiom 5 diisi d~ngan jumlah rnpiah pengeT.uaran ka.s; 
6. Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara. 



a 

c 

1 

1 

1 ... 
\ 1 

I . ' 
1 
I 

1 

1 
1 

2 

Lampiran X Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor ,f Tahun 2020 
Tangg111,6-, '<c'f1Z4Cft¢'i; 2020 M 

FORMAT LAPORAN PltLAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG 
SEMESTER PERTAMA 

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG 
SEMESTER PERTAMA 

PEMERINTAH GAMPONG ............ .. 
TAHUN ANGGARAN ............ . 

. . . . REALISASI .. 
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN ANGGARAN SUMBER 

(Rp) (Rp) DANA 

1 2 3 4 5 6 
b c a b c d 

4 PENDAPATAN 

" '•4 . . 1 . .. · PM!>esa '• .. 
4 1 1 Hasil usaha 
4 1 1 ... <Obvek Pendapatan> 
4 2 Transfer 
4 2 1 DanaDesa 
4 3 Pendaoatan lain-lain .. . 4 . . 3 . 1" Penerimaan dari Hasil Kerjasama 

AntarDesa 
4 3 1 .... <Obvek Pendaoatan> 

dst ... 

JUMLAH PENDAPATAN .. " .. . ' '. " " 
5 BELANJA 

Penyelenggaraan Pemerintahan 
Des a 

1 Penyelenggaraan Belanja 
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 

" '. 'I• ' Operasional Pemerintahan Desa '' " 

1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan 
rwlian=n Keoala Desa 

1 01 5 1 Belania Pe.,awai 
1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan 

" . ' · Keoala"Desa " 
1 01 5 1 1 ... <Rincian Obvek Belania> 
3 • Administrasi Kependudukan, 

Pencatatan Sipil, Statistik dan 
Kearsinan 

3 01 Pelayanan administrasi umum dan .. '. " · kependudukan '(Surat " 
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu 
Keluar.,a. dll1 

3 01 5 2 Belania Baran" dan Jasa 
3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 

<Rincian Obvek Belania> 

" Pe1al<sanaan Penibangunan Desa .. 

" 

'· 

. ' 

~ 



'· 

(, 
~ 

(\..:___ 

2 1 Pendiclikan 
2 1 (1)5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk 

.. . . '• .. .. · atan.-Sarana-Pnasai;ana . . 
Perpustakaan/Taman Bacaan 
Desa/Sanaaar Belaiar 

2 1 05 5 3 Belania Modal 
2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan 

Ban au nan 
1 1' 05, 5, 3 4, .... <Rincian Obvek Belania> 
5 Penanggulangan Bencana, Keadaan 

Darurat dan Mendesak 
5 1 Penana=lanl!an Bencana 
5 1 00 5 4 Pe nan a au lan11:an Ben can a 
5 1 00 5 4 Belania Tak Terdu11:a 
5. 1, 00' 5, 4 00, , )3elaaj_a Tak Terdu,g_a 
5 1 00 5 4 00 00 Belania Tak Terdu11:a 

dst 
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS / 11 >EFISITl 

. ' 6 ... . P.EMa!AXAAN . . ' " 
6 1 Penerimaan Pembiavaan 
6 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya 
6 1 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya 
6 2 Pengeluaran Pembiayaan 

6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 

6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadan!!•m 
dst 

SEL!Slli PEMBIAYAAN 

·Neuchik "'""" 20 ..... 
, ................. .. 

( ...................................... ) 
Cara pengisian: 
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 

a. bidang; 
b. Sub Bidang; dan 
c. kegiatan. 

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Be!anja dan Pembiayaan: 
- Bagian pendapatan diisi: 

a. Pendapatan; 
'b. 'kelbmpok pendapatan: 
c. jenis pendapatan; dan 
d. obyek pendapatan. 
Bagian Be!anja diisi: 
a. belanja; 
b. jenis belanja. (disesuaikan dengan jenis kegiatan); f 
c. obyek belanJa: dan 
d. rincian obyek belanja. 

- Bagian Pembiayaan diisi: 
a. Pembiayaan; 

•, 

---~,.....o~-~-----·---·· -



c·-.:.-~ 

r>. v 

~ 

Kolom 3 
ini) 
Kolom 4 
Kolom 5 
Kolom 6 

b. Kelompok pembiayaan; dan 
c. jenis pembiayaan. 

diisi uraian Pendapatan, Belanj11 dan Pembiayaan .(.Lihat Lampiran A Permendagri 

diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 
diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan 
diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam ~ 

kegiatan (kolom l.c) terkait '\ 



Larn!piran XI Peraturan 6upati Aceh Barat Daya 
Nomor 4 TMun 2020 
Tanggal~M~ 2020 M 

,.fl:Ud 1441 H 

FOtufA,T LAPQRAN REALISASI PELAKSANAAN UGGARAN PENDAPATAtf DAN BEL~JA GAMPONG SEME$TER AKHllt TAHUN 

LAP'ORAN REAI,ISASI PELAKSANAAN 
ANGGPIRAN PEND1"PATAN DAN BELANJA GAMPONG SEMESTERAN 

PEMERINTAH GAMPONG ...... ; ................ . 
TAHUN ANGGARAN ... ; ..... . 

PERIODE : SEMESTER JI (TAHUN) 

JUMLAH 
REALISASI 

SISA Koo;: REK URA I AN 
ANGGARAN SE METER SEMESTER SD SEMESTER ANGGARAN % 

. LALU INI INI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. PENDAPATAN 

1.1. Pendapatan Asli Gamppng 

1.1.1. Hasil Usaha Gampong 

1.1.2. Hasil Aset Gampong 

1.1.3. Swadaya, Partisipasi <;Ian Gotong Royolig 

1.1.4. Lain.Jain Pendapatan Aisli Gampong yan~ sah 

1.2. Pendaj>atan Transfer 

1.2.1. Danlj'·Desa 

1.2.2. Bagi~n dari Hasil Paja~ & Retribusi Kabupaten 

1.2.3. Alokasi Dana Gampong 

1.2.4. Bant~an Keuangan dari APBA 

1.2.5. Bantuan Keuangan dan APBK 



JUMLAH REALISASI 
SISA 

KODEREK 
. 

URAIAN ANGGARAN SEMETER SEMESTER SD SEMESTER 
% ANGGARAN 

. LALU INI INI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
. . 

1.3. Lain-l~in Penciapatan Gampong yang gah 

1.3.1. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Keliga 

1.3.2. Lain-/ain Pendapatan Gampong yang Sah 

.~UMLAH PENDAPATAN 

2. BELAN;JA 

2.1. Bidan~ Penxelenggaraan Pemerintahan;Gaml!ong 

2.1.1. PenQh3silan Tetap d'!ll Tunjangan 

2.1.1.1. Be/~nja Pegawai 

2.1.1.1.1. P<inghasilan Tetap Keuchik dan Perarigkat Gampong 

2.1.1.1.2. T4hjangan Keuchik .aan Perangkat Gampong 

2.1.2. Operasional Kantor l';euchik 

2.1.2.z Beljmja Barang dan i}asa 

2.1.2.2.1. B<ilanja Listrik, Air, Telepon, Fax/lnterriet 

2.1.2.2.2. B<i!anja Alat Tulis K;intor 

2.1.2.2.3. B~lanja Alat-alat Kepersihan dan Bah;in Pembersih 

2.1.2.2.4. B~anja Benda Pos ifan Materai 

2.1.2.2.5. B<#lanja Alat Listrik/~attery/Lampu 

2.1.2.2.6. B~lanja Fotocopy, Cetak dan Pengga~daan 

2.1.2.2.7. BEllanja Makanan d'!ll Minuman Rapa! 

2.1.2.2.8. BEjlanja Buku/Materi/Modul/Bahan Ba~an 



. 
KODt; REK URAIAN 

1 2 

2.1.2.2.9. Belanja Bahan Pralctek dan Pelatihan 

2.1.2.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 

2.1.2.2.dst. DSI. ················· 

2.1.2.3: BeliJnja Modal 

2.1.2.3.19. B~lanja Modal Alai Kantor dan Rumah' T angga 

2.1.2.3.21. Belanja Modal Komputer 

2.1.dsf.. Kegijltan .......•....•.... 

2.1.d4dst. Bel~nja ...•...•......... 

2.1.dst.dst.dst. Ost. ................. 

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Ga~eong 

2.2.12. Kegijltan Pembang11n;m Jalan 

2.2.12.3. Bel/inja Modal 

2.1.12.3.53. Belanja Modal Jalan 

2.2.13. Kegi!ltan Pembangunan Jembatan 

2.2.13.3. Bel{mja Modal 

2.2.32.3.54. BEilanja Modal Jalan 

2.2.ds~. Kegijltan ...•••.•••..•...• 

2.2.d4dst. Belfmja ••••.••••....•.•. 

2.2.dst;dst.dst. DSI. ···············•· 

JUMLAH 
ANGGARAN 

3 

.--.-...., 
I ~ .\ 
\: 

SE METER 
LALU 

4 

RE,l\LISASI . SISA 
SEMESTER SD SEMESTER ANGGARAN % INI INI 

5 6 7 8 



,· 

() 

JUMLAH 
REALISASI SISA 

URAIAN 
. 

KODEREK ANGGA~N SE METER SEMESJER SD SEMl$STER ANGGARAN 
LA!,U INI INI 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- . 
~.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakalan 

j!.3.1. Bantuan lnsentjf Untuk Lembag(I Kemasyarakalan Gampong 

t;..3.1.2. Befan]a Baranp dan Jass 

t;..3.1.2.31. Belanja lnsentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong 

j!.3.dst. Kegialan .......•.•.•..... 

t;..3.dst.dst. Befanja ··········'······ 

;i.3.dst.dstdst. Ost .................. 

j!.4. #idang Pemberdayaan Masyarakllt 

j!.4.4. Bantuan lnsent)f Untuk Kader P9syandu 

2.4.4.2. Befanja Baran11 dan Jass 

2.4.4.2.30. Belanja lnsentif Kader Posyando 

j!.4.24. Bantuan Pem~rdayaan Bidang Olahraga (Kegialan Kepemudaanj 

t;..4.24.2. Befanja Baran11 dan Jass 

2.4.24.2.25. Belanja Perteflgkapan Olah Raga 

j!.4.88. Kegialan Pelati~an Bagi Kelompok Usaha Ekonoini Produktif 
Pemuda 

t;..4.88.2. Befanja Baran11 dan Jass 

2.4.88.2.2. Belanja Alai Tulis Kantor 

:2.4.88.2.6. Belanja Fotoq'opy, Cetak dan Penggandaan 

2.4.88.2.7. Belanja Makanan dan Minumari Rapat 



C' 

JUMLAH REALISASI 
SIS,!\: U$1AN 

. 
KODEREK ANGGARAN SEMETER SEMESTER SDSEM~STER 

% ANGGARAN 
LAl;U INI. INI, 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.4.88.2.9. Belanja Bahall Praktek dan Pelatihan 

/l.4.dst. Kegiatan ••••..•.......•.. 

~.4.dstdst. Betanja ··········!······ 
i2.4.dst.dst.dst. Ost. ................. 

{l.5. Bidang Tak Terdu!!! 

/l.5.1. Kegiatan Penariggulangan Bencana Alam 

{l.5.1.2. Betanja BaranlJ dan Jasa 

{l.5.1.2.03. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 

~.5.1.2.20 .. Belanja Barang Untuk Oiberikari Kepada Masyarakat 

{l.5.dst. Kegiatan ................. 

{l.5.dstdst. Betanja ................. 

2.5.dst.dst.dst. Ost. .............. , .. 

JUMLA!f BELANJA 
~ 

SURPLUS I (DEFISIT) 

$. PEMBIAYAAN 

~.1. penerimaan Pembiayaan 

$.1.1. Sisa Lebih Perfl~ungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

$.1.2. Pencairan Dana cadangan 



r .. ) . . . 

. 
JUMLAH REALISASI SISA KODj:REK URAIAN ANGGARAN SEMETER SEMESTER SD SEMESTER 

% ANGGARAN 
LALU INI INI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Gampong Yang Dipisahkan 

3.2. Pengejuaran Pembiayaiin 

3.2.1. Pempentukan Dana C?<tangan 

3.2.2. Penyertaan Modal Gampong 

JUMLAH PEMBIAYAAN 

SISA l.EBIHl(t<lJRANG) PERHlfUNGAN ANGGA~N 

................. , tanggal ..................... . 
Keuchik Gampong .......................... . 

TtD 
(' ..................................... ) 



u 

0. 
'-.> 

Lampiran XII: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor 1- Tahun 2020 
Tanggal 7 ~brudl'i 2020 M &v m,.~ ~441 H 

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
APBG 

KEllCHIK GAMPONG ·'"············ 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

QANUN GAMPONG ............ . 
NOMOR ..... TAHUN .... . 

TENTANG 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG 

TAHUN ANGGARAN ......... . 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

KEUCHIK GAMPONG ............. , 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... ayat ... Peraturan 
Bupati Aceh Barat Daya Nomor . . . Tahun . . . .. . tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong dalam Kabupaten 
Aceh Barat Daya, Keuchik wajib menyusun Qanun 
Gampong, tentang_ Laporan Pertanggµngj13-waban Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Mengingat 

Gampong Tahun Anggaran .......... ; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu menetapkan Qanun Gampong 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten tang Laporan PertangguQgj_awaban 
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Gampong Tahun Anggaran .......... . 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara 5495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ 



(, 
\.....:_> 

.... / 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5717); 

3, .PeFat1'lI'aJ!l .Pemerin·tah N0m0i: ·60. Tahu·n 2(,).14 ·tem.•talilg. Dam.a 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan 
.Pe:uatui;an .Pemeriruala.. ·N.omor -8. '.tala.un 20.16. .tera.tat;Jg 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran .. N.egar.aRe.pu.,blikJ:tL.don.e.sia..NQ!JlQ.r 58£i4.).;. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

3. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor .............. Tahun 
.. . .. . .. ten tang, .. .. .. .. .. .. . (Lembaran Daerah Kabupaten 
.................. Tahun ............ Nomor ..... ); 

4. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .............. Tahun 
.. .. .. .. ten tang .. .. ... .. .. .. (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya 
Tahun ............ Nomor ..... ); 

5. Dst. 

Dengan Kesepakatan Bersama 
TUHA PEUT GAMPONG ............ . 

dan 
KEUCHIK GAMPONG ............ . 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : QANUN GAMPONG ......... ............. TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANG.GARAN PENDAPAT.AN DAN BELANJA ·GAMPONG. T.AHUN 
ANGGARAN .......... 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan .dan Belanja Gampong Tahun Anggaran .......... d.engan 
rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Gampong 
2. Belanja Gampong 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong 
b.,. Bidw.g Pern.l:lapgun.an 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
e. Bidang Tak Terduga 
Jumlah Belanja 
Surplus/Defisit 

3. Pembiayaan Gampong 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembia,yaan (a - b ) 

Rp ....................... . 

Rp ....................... . 
J~p ................ ., .... ., .................... .. 
Rp ...................... .. 
Rp ....................... . 
Rp ...................... .. 
Rp ....................... . 
Rp ...................... .. 
=============== 

Rp ....................... . 
Rp ....................... . 
Rp ...................... .. 
=============== 

f 
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Pasal 2 

Uvaiaia lel:i>ih lan.j,'Lll>t Inern.genai hasil tDelaksan.aan Anggar.a.n. Pemdapatarn.. ·clam.. 
Belanja Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran 
Qanun Gampong ini terdiri dari : 
1. Lampiran I : Laporan Keuangan; 
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 

I:Jesember Tahun Anggaran ............... ; 
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Kabupaten yang 

masuk ke gampong; 

Pasal 3 

Lampir-an-lampir,.a,n. ~bagaimana ·dimaksud ·dalam. pasal. 2 ,meFupalran bagian 
yang tidak terpisahkan dari Qanun Gampong ini. 

Pasal 4 

Qanun Gamp0ng in,i.mwai bed.aka pada-tan.ggal-dii:mda:ragkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun 
Gampong ini dalam Lembaran Gampong dan Berita Gampong oleh Sekretaris 
Gampong. 

Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

SEKRETARIS GAMPONG .......... ., 

tanda tangan 

Ditetapkan di ................... . 
Pada tanggal ................... .. 

KEUCHIK GAMPONG ..................... ., 

LEMBARAN GAMPONG ........ TAHUN ... NOMOR ... t 
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Forma~ Laporan Keuangan 

LAMPIRAN I 
QANUN GAMPONG ..... . 
NO MOR ..... TAHUN .... . 
TENTANG 
LABO.RAN PERTANGG:UNGJAWABAN. 
REALISASI APBG 

Laporan Keuangan 
Pemerintah Gampong ........................... . 

Kecarnatan ......... ,.,.,.,., ..... ,.,. .... ., ... ,.,.,.,.,., .. 
Kabupaten Aceh Barat Daya 

Tahun Anggaran ........ . 

Daftar Isi 

I Laper.am.. H.ealisasi APBG. 
II Catatan Atas Laporan Keuangan 

A. Informasi Umum 
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran 

1 Rekonsiliasi-SLLPA.Glan Kas. 
2 Pendapatan Asli Gampong 
3 Dana Desa 
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah 
5 Alokasi Dana Desa 
6 BantJ..mn Ke»apgim. Propinsi 
7 Bantuan Keuangan Kabupaten 
8 Pendapatan Lain lain 
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Gampong 
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong 
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Gampong. 
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Gampong 

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak 
#Gampong 
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi 
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) 
# Pembiayaan ·· · 
# Aset Desa 
# Penyertaan Modal Gampong 
# ....... . 

Lampiran 
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Gampong 
Lampiran 2 - .............................. .. 

halaman 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
-X. 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 

f 



I. Format Laporan Realisasi APBG 

LAPORAN REALISASI APB GAMPONG 
PEMERINTAH GAMPONG .................... . 

Keca.matan ....................... , . 
Kabupaten Aceh Bara Daya 
TAHUN ANGGARAN ........ . 

Ref Anggaran Realisasi 
(Lebih)/ 
kurang ------

PENDAPATAN 
Pendapaten Asli Gampong C.2 xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Pendapaten Transfer 

DanaDesa C.3 xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Bagian dr basil pajak dan Retribusi Daerah C.4 xxx.xxx xxx.xxx xxx 
•Alokasi Dana Desa c.s xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Bantuan Keuangan Propinsi C.6 xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Bantuan Keuangan Kabupaten C.7 xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Pendapaten Lain lain C.8 xxx.xxx xxx.xxx xxx 
JUMLAH PENDAPATAN x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx 

BELANJA 
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Gampong C.9 danClS xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong C.10 dan Cl5 xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Gampong C.11 dan ClS xxx.xxx xxx.xxx xxx 

'_ . ) I Bidang Pemberdeyaan Masyarakat Gampong C.12 dan ClS xxx.xxx xxx.xxx xxx , _ _,,. 

Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan C.13 dan ClS xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Mendesak Gampong 

JUMLAH BELANJA C.14 x.xxx:.xxx x.xxx.xxx x.xxx 
SURPLUS/ (DEFISIT) xx.xxx xx.xxx xx 

PEMBIAYAAN C.15 
Penerimaan Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx:.xx.~ xxx 

PEMBIAYAAN NETTO xx.xxx xx.xxx xx 
SILPA TAHUN BERJALAN xxx xxx xxx 

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuf1gan 

~ 
·~ '/ 
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II. Format Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan Atas Laporan Keuan_gan Pemerintah Gampong .......................... , 
Kecamatan .............. , Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran ....... . 

A. Informasi Umum 
Pemerintah Gampong ..... merupakan desa di Kecamatan ........ ., Ka bu paten Aceh Barat Daya. Sesuai dengan 
Keputusan 'Bupati· ·No, ......................... Tanggal ..................... , ·saat ini· ·kepengurnsan ~tahan· 
Gampong 
1. Keuhik: .................. .. 
2. Sekretaris Gampong: ................... . 
3. Kaur ................. : .............. .. 
4. Kaur Keuangan : ................ . 
Kantor'Pemeriritahan Desa-beniliunat di .............................. ., G'ampong ....... , Kecama:tan ........... , 'Kabupaten 
Aceh Barat Daya. 

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBG sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. 
Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan 
dan tela:h bersifat definitif. 

C. Rincian Pos Laporan Keuangan 
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas 

SILPA tahun anggaran 20xl 
Mutasi Potongan Pajak 
- Saldo Awa! Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara 
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan 
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan 

- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara 

S!11do Kas per 31 Desember 20xl 

2. Pendapatan Asli Gampong 
Pendapatan Asli Gampong terdiri dari: 

Angg?Tan 

Pendapatan Asli Gampong terdiri dari: 
a. Hasil Usaha xxx.xxx 
b. Hasil Aset xxx.xxx 
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong xxx.xxx 
d. Lain-lain PAG yang sah xxx.xxx 

-xxx;xxx· 

3. DanaDesa 

xxx 
xxx 

(XXX) 

Realisasi 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
XXX;'Xl<X' 

xxx 

xxx 

x.xxx 

(Lebih)/ 
·km:ai?:g· 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
= 

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumla:h penerimaan Dana Desa 
selama tahun anggarar, 20xl adalah sebagai berikut: 

Anggaran Realisasi 
(Lebih)/ 
kurang 

Tahap·l XX*.~· xxx.:sxx :sxx 
Tahap 2 xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx,xxx xxx 

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah 
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari basil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai 

Anggaran 

Tahap 1 xxx.xxx 
Tahap 2 xxx.xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 

5. Alokasi Dana Gampong (ADG) 

Realisasi 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

(Lebih)/ 
kurang 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Gampong (ADGl adalah sebagai beikut: -----

Tahap 1 
Tahap 2 

Anggaran 

xxx.xxx 
xxx.xxx 

Realisasi 

xxx.xxx 
xxx.xxx 

(Lebih)/ 

kurane: 
xxx 

xxx ~ 
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xxx.xxx xxx.xxx xxx 
.xxx.xxx. .xxx.xxx. ·= 

6. Bantuan Keuangan Propinsi 
Penerimaan Gampong yeng berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi ........... adalah sebagai beikut: 

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota 

Anggaran 

=·= 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

Realisasi 

=·= 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

(Lebih)/ 
kurang 

"""' xxx 
xxx 

Penerimaan Gampong yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ........... adalah sebagai 

8. Pendapatan Lain-lain 
Pendapatan Jain-lain terdiri dari: 

Penerimaan dari hasil kerjasama antar Gampong 
Penerimaan dari hasil kerjasama Gampong dengan pihak 
ketiga 
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di 
Gampong 
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga 
Koreksi kesalahan be!anja tahun-tahun anggaran 
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas 
Gampong 
Sunga bank 
Lain.:lain pendapatan yang sah 

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong 

Anggaran 

=·= 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

Anggaran 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari: 

Anggaran 

·Belanja.·Pegawai. xxx.~ 

Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx 
Belanja Modal xxx.xxx 

xxx.xxx 

10. Belanja - Bidang Pembangunan Gampong 
Be!anja untuk Bidang Pembangunan Gampong terdiri dari; 

Anggaran 

BelanjaBarang.·dan.·Jasa """·"""" Belanja Modal xxx.xxx 
xxx.xxx 

lL..B.elwaja. -.Bidang.P-embiJ:Jaan..Kemasyai;atan..Oampong 

Realisasi 

"""'·""" xxx.xxx 
xxx.xxx 

Realisasi 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

Realisasi 

:KKK.KKK 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

Realisasi 

"""·"""" xxx.xxx 
xxx.xxx 

(Lebih)/ 
kurang 

(Lebih)/ 
kurang 

"""' xxx 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

(Lebih)/ 
kurang 

"""" xxx 
xxx 
xxx 

(Lebih)/ 
kurang 

""" xxx 
xxx 

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong terdiri dari: ----- ------

Belanja Barang dan Jase. 
Belanja Modal 

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong 

Anggaran 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Gampong terdiri dari: 

·Belanja.·Bar.ang.-dan.Jasa. 
Belanja Modal 

Anggaran 

=-= xxx.xxx 
xxx.xxx 

Realisasi 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

Realisasi 

XKK.XKK 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong 

(Lebih)/ 
kurang 

(Lebih)/ 
kurang 

xxx 
xxx 
xxx 

KXK 
xxx 
xxx 

1 



Selama tahun anggaran 20xl, Pemerintahan Gampong melakukan penanggulangan bencana dan 
keadaan darurat sebagai berikut 

Anggaran Realisasi 
(Lebih)/ 
ku= 

················ xxx.:xxx X?X'X.XXX WIX ................ xxx.xxx xxx .. xxx xxx . 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi 
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut 

Anggaran Realisasi 
(Lebih)/ 
kura?U! 

Belanja·Pegawai 
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Jaminan Kesehatan Keuchik dan Perangkat 
Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Tuif!jangan Tuha.·Peuet XX><-""-" ""-"·l<l!X 'KKK 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Barang Perlengkapan Kantor xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Jasa Honorarium xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Operasional Aparatur Gampong xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Jasa ·sewa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Operasional Perkantoran xxx.xxx xxx.xxx xxx 

( ' Belanja Pemeliharaan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
\c.'J Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 

Masyarakat xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Belanja Modal 
Belanja Modal Pengadaan Tanah xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Kendaraan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Jalan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Jembatan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Irigasi/Embung/ Air Sungai/Drainase xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Jaringan/Instalasi xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal !ainnya xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) 

--~·---------

Anggaran Realisasi 
(Lebih)/ 
ku= 

~:·) 
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Gampong 

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 
·Desa. 
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan xxx.xxx xxx.xxx xxx 

· Desa 
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, xxx.xxx xxx.xxx xxx 
'K:euangandan·Pelaporen· 
Sub Bidang Pertanahan xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Bidang Pembangunan Gampong 
·sub Bidang Pendidikan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Kesehatan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Sub Bidang Kawasan Permukiman xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Informatika 
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral xxx.xxx xxx.xxx xxx 

f 
Sub Bidang Pariwisata xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Gampong 

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Pelindungan Masyarakat 
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Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan xxx.xxx 
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga xxx.xxx 
SU:b Bid·ang 'Kelem:bagaan Masyara:ka:t xxx.xxx 

xxx.xxx 
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong 

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan xxx.xxx 
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan xxx.xxx 
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong xxx.xxx 

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, xxx.xxx 
Perlindungan Anak dan Keluarga 
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan xxx.xxx 
Menengah (UM.KM). 
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal xxx.xxx 
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian xxx.xxx 

xxx.xxx 
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan 
Darurat dan Mendesak Gampong 

Sub··Bidang·Peaanggulangan· Beacana. =·= 
• Sub Bidang Keadaan Darurat xxx.xxx 
Sub Bidang Keadaan Mendesak. xxx.xxx 

xxx.xxx 
16. Pembiayaan 

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20xl adalah sebagai berikut: 

Peaertilnaa..'1··Pembiayaan 
Pengeluaran Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari: 
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya 
2. ·Pemmimn Dana·Cadangan 
3. Hasil Penjualan Kekayaan Gampong yang dipisahkan 

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: 
1. Pembentukan Dana Cadangan 
2 .. ·Penyerra:an Modal ·Gampong 

17. Aset Gampong 
Perolehan as et des a adalah se bagai beriku t, 

Anggaran 

:XXK.!XKK 

xxx.xxx 
xxx.xxx 

xxx.xxx 
xxx:xxx· 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

xxx.xxx 
'XXX;'XXJ<· 

xxx.xxx 

20x0 

Tanab: :xxx .. =x· 
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat xxx.xxx 
Kendaraan xxx.xxx 
Gedung dan Bangunan xxx.xxx 
Jalan xxx.xxx 
Jembatan xxx.xxx 
lrigasi/Erribung/'.Air Sungai/Drainase xxx.xxx 
Jaringan/Instalasi xxx.xxx 
Aset Tetap lainnya xxx.xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

xxx.:!!'XX 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

Realisasi 

"*"'·~ 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

xxx.xxx 
XXX':XXX· 

xxx.xxx 
xxx.xxx 

xxx.xxx 

== 
xxx.xxx 

20xl 

=x·:xxx· 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

xxx 
xxx 
xxx 

. xxx 

(Lebih)/ 
kurang 

xxx 

xxx 
xxx 
xxx 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

xxx 
xxx 
xxx 

xxx 

=-
xxx 
xxx 

xxx 
= 
xxx 

Penambahan/ 
(Pengurangan) 

Konstruksi dalam Pengerjaan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx. xxx 

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing,masing,klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran .... 

18. Penyertaan Modal Gampong 
Pernyertaan Modal Desa pada BUMG adalah sebagai beriku,,.t,._ ____ ------ -------

BUMDes.XXX 
BUMDesYYY 

19. dst 

20x0 

XXX.XXK 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

20xl 

l<XX.XXX 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

Penambahan/ 
(Penzyranganl 

"""" xxx 
xxx 
xxx 

~ 



0 

,1,,,·--~1 

\. . 

Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk 
Ke Desa 

LAMPIRAN Ill 
QANUN GAMPONG ........ . 
NOMOR ..... TAHUN .... . 
TENTANG 
LAPORA:N PER1.'ANGGUNGJAWA'B'AN 
REALISASI APBG 

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG 
MASUK KE GAMPONG 

Gampong 
Kecamatan 
Kabupaten 
Provinsi 

No. Program 

. 

. . 

. 

Keci.atan 

Jenis Lokasi Volume 

.. 

An!!'!!'aran 
Sumber 

Satuan Jumlah Dana 

.. 

.. 

.. .. 

. .................... , ...................................... . 
Keuchik Gampong ..................... . 

( ...................................... ) 

., 

.. 

. . 

.. 

f 
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• 
Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor 1 Tahun 2020 
Tanggal~cu,,eQ- 2020 M 

!. ..t[g~1441 H . 
FORMATSURATPERMOHONANPENCAIRAN 

PEMERINTAH GAMPONG ..................... . 
KECAMATAN ........................ . 

KABUPATEN ................... . 

Permohonan Pencairan 
DD, ADG dan BHPRK 
Tahap I/Tahap Selanjutnya 
T..A...20-. 

Dengan mempedomani : 

. •• .............. , .~~"nnal ~·~ ................. . 

Kepada Yth.: 
Bapak Bupati Aceh Barat Daya 
c/q. Kepala Badan Keuangan 

Kitlw,pateu AGCb Bamt -Day.a.. 
di-

Blangpldie. 

a. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .. .. Tahun ......... . 
tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten tang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya; 

b. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun ......... . 
tanggal . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ten tang Pedoman Pembangunan 
Gampong; 

c. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .. . . Tahun ......... . 
tanggal . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . ten tang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak dan 
Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran .......... ; 

d. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor . . . . Tahun ......... . 
tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten tang Besaran Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan Keuchik serta Perangkat Gampong di 
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran .......... ; 

e. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor . . . . Tahun ......... . 
tanggal .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong 
serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk 
setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 
Anggaran .......... ; 

Bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan DD, ADG 
dan BHPRK Tahap I ( .... 0/o)/Tahap Selanjutnya ( .... o/o) sebagai 
berikut: 

a. Tahun Anggaran 

b. Total Dana 
Terbilang 

: Rp ................................. . 

~ 



i 
'-· 

l__) 

c. Jumlah Pencairan, dengan rincian 
- DD 
- ADG-
- BHPRK 

Jumlah 
Terbilang 

d. Nama·clan N0m0r -Reke111<i:RgBank 

: Rp. ·················:::::::::::::::: 
. R:"" ............... -. . . ...... . 
; R~~ ........................ . 
: ~J> • •..........•..•..••........... 
• . ·······•····························· 

:Ba®.k ............................. . 
No. Rek.: ...................... . 

Keuchik Gampong ................. ., 

Tembusan: 
1. Kepala DPMP4 Kab. Aceh Barat Daya; 
2. Cll.mat .......................... . 

~ 
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Lampiran XIV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor .t/-Tahun 2020 
Tam.gga,17~rr/~Q2Q.M. 

13 ~,[jf; - 441 H 

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA 

·REN.CANA BENG.GUNAAN. DANA 
GAMPONG ........................ KECAMATAN ....................... . 

TAHUN ANG.GARAN ......... . 

TAHAP l TAHAP ll TAHAP Ill TOTAL 

NO. KEG IATAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH 
ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN 

(Rp.} (Rp.\ (Rp;\ (Rp.) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

JUMLAH TOTAL 

................ ., tanggal ..................... . 
Keuchik Gampong .................. , 

........................................... f' 



c_; 

l/ 

Provinsi 
Kabupaten 
Kecamatan 
Gampong 
Sumber Dana 

NO. URAiAN 

1 2 

I BAHAN 

I! Al.AT 

Ill UPAH 

IV OPERASIONAL 

Terbilan• I 

Lampiran XV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor '( Tahun 2020 
Tanggal z~nu,,O 2020 M 

/3 ;tt..r...0{~1441 H 

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA 
UNTU PENARJKAN DANA KE BANK 

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) 
KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK 

: Aceh NomorRAB 
Bidang : Aceh Barat Daya 

VOLUME 

Kebutuhen Realisasi s.d Pengajuan 
Tahao lalu Sekaren• 

3 4 5 

. 

Jenis Kegiatan 
Ukuran/ unit 
Lokasi Kegiatan 

Jumah Unit I Herga 

Komulatif 
Satuan Satuen 

6 7 8 

SUBTOTAL 

SUB TOTAL ALA 

SUB TOTAL UP." 

SUB TOTAL OPERASJONA 
Total Bia•a Pen•a'uen a+ I!+ m +IVJ 

JUMLAH 
(Rp.) 

9 

................ ., tanggal ........... . 
Di Verifikasi Oleh 

Sekretaris Gampong ....... PLD 
Dibuat Oleh 

Kaur ..................... , 

........................................... 

Mengetahui 
Keuchik Gampong .......... . 

~ 



(. 

"--'" 

( 
\.__,.1 

No. 
M.A. 
Tahun 

Sudah terima dari 

Uang Banyaknya 

Yaitu 

Larnpiran XVI: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor f Tahun 2020 
T,anggal.~ 2Q2Q.·M. 

- 1441 H 

FORMAT KWITANSI 

TANDA PENERIMAAN 

Asli 
Kedua 
Ketiga 
Keempat 

Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Xabu.paten .{J:>E.KK). 

Penyaluran DD, ADG dan BHPRK Gampong .................. . 
Kecamatan ... ... ..... .. .. ... . Tahap I/Tahap Selanjutnya sesuai 
dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun 
.......... tanggaI· .......................... tentang'Ta:ta Cara l"embagian 
dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana 
Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 
Kabupaten untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat 
Daya Tahun Anggaran . . . . . ..... dibebankan pada Pos Belanja 
Bantuan Keuanga.n DPA-PPKK Badan Keuanga.n Kabupaten 
Aceh Barat Daya Tahun Anggaran .......... . 

Mengetahui 
'Pejll'ha'tPengelO'lll: Ke~ Kabupirten:, 

............. ' ....................... . 
Yang ·Menerli:na, 

······················~······· 

Nama 
Pekerjaan Keuchik Gampong 

NIP ......................... . Alamat yang terang : Gampong ........... . 

Terbilang Rp . ....................................... , ... 

Barang2/Pekerjaan yang dimaksud telah 
diterima/ diselenggarakan dengan sempuma 
pacla· tanggal 

Pengurus Barang/Pekerjaan, 

( .......................................... ) 

Kecamatan ........ . 

Lunas Dibayar 
Bendahara Pengeluaran PPKK, 

.............................. 
NIP ......................... . 

~ 



l) 

I 
'' '- / 
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Lampiran XVII : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor + Tahun 2020 
Tanggal ~ 2020 M 

~1441H 

FORMAT PAKTA INTEGRITAS 

PEMERINTAH GAMPONG ..................... . 
KECAMATAN ........................ . 

KABUPATEN ................... . 

·P-AK'l:A .IN.T-FDRl'l:AS. 
Nomor: ............ . 

Yarrg bertanda-tangan di bawah ini: 

Nama 
Jabatan 

Alam at 
No .. HP 

Keuchik Gampong ............... ., Kemukiman ................ , 
Kecamatan ................ , Kabupaten Aceh Barat Daya 
................................................................................ 
. ,• ' ... _. .. • -· . _.,. • .. ·-•, .. -· ...... -· • .. _ .. • . -· .• •.• ·-· ... -· -· -· -·-· _ ... -.. • .• .• .... • ... • -· .... • .•·.• .• .• _. ._. .• .. • .• ,• -· .. -· -· .• . 

Bertindak sesuai dengan jabatan atas nama Pemerintah Gampong 
................ , Kemukiman ................ , Kecamatan ................ , Kabupaten 
Aceh Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati 
Nomor ........ Tahun ......... tangg!il .......... . 

Dengan ini menyatakan : 
1. Bahwa kami benar-benar menerima DD, ADG dan BHPRK Tahap I 

( .... o/o)/Tahap Selanjutnya ( .... %) Tahun Anggaran .......... sebesar Rp • 
•...............•.......•..•...... ,- ( .................................................. ~) dari Total Dana 
sebesru· Rp. . ................................. ,- ( .............................................. .... ) 
sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun ......... . 
tanggal .. . . . . . . .. . .. . . . . .. .. .. .. . tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil 
Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh 
Barat Daya Tahun Anggaran .......... ; 

2. Bahwa dana yang kami terima sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan 
kami pergunakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Gampong (APBG), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 
(RPJMG), Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG), dan musyawarah 
gampong; 

3. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan, baik berupa fisik 
maupun keuangan menjadi tanggung jawab penerima; 

4. Pertanggungjawaban laporan penggunaan dana akan kami sampaikan 
kepada Bapak Bupati Aceh Barat Daya c/q. Kepala Badan Keuangan 
lt'aoupaten Ace'h 'Barat Daya; 

5. Laporan pertanggungjawaban disimpan, disampaikan dan dipergunakan 
oleh penerima selaku objek pemeriksaan. 

6. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan DD, ADG dan 
BHPRK tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. f 



8 

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dan laksanakan sebagaimana 
mestinya. 

. ................ , ······················ 
Yang Menyatakan 

Keuchik Gampong ................. ., 

i-----------. 
: Materai : 
: 6000 : ·-----------· 

~ 



(,, . 
"--· 
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La.mpiran XVIII : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor 4- Tahun 2020 
Tanggal~V~2020 M 

4£ - 1441 H 

FORMAT REKOMENDASI DARI TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN 

• 
·Ilfomor 
La.mpiran 
Perihal 

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

KECAMATAN .............................. .. 

Rekomendasi. 

1. Dengan mempedomani. : 

............ ..... , ta~iw:aJ .................. . 

Kepada Yth. : 
Bapak Bupati Aceh Barat Daya 
c/q. Kepala Badan Keuangan 

.Kab.'Q.IUlte.o Aceh .Bamt..Uap. 
di -

Blangpidie. 

a. .. Per.atJ.u:an. Bup.ati Aceh.BaratDaya .Nomm: '"'" Tah.un .... ,. . ., ... 
tanggal .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya; 

b. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun .......... 
tanggal ..... .. .. .. .. .. .. .... .. .. . tentang Pedoman Pembangunan 
Gampong; 

c. Peraturan Bu pa ti Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun .......... 
tanggal ... .. .. .. .. .... .. .. . .. .. .. tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil 
Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran .......... ; 

d. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun ........ .. 
tanggal .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . ten tang Besaran Penghasilan 
Tetap dan Tunjangan Keuchik serta Perangkat Gampong di 
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran .......... ; 

e. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun ......... . 
tanggal .......................... tentang Tata Cara Pembagian 
dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana 
Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 
Kabupaten untuk Setiap Gampong di Kabupaten Aceh 
Barat Daya Tahun Anggaran .......... ; 

2. Sesuai dengan ketentuan dan tugas Tim Pendamping Tingkat 
Kecamatan (TPTK), kami telah melaksanakan veriflkasi 
terhadap berkas permohononan pencairan DD, ADG dan 
BHPRK Tahap I/Selanjutnya Gampong .............. Kecamatan 
................ Tahun Anggaran .......... yaitu : 
a. Surat Permohonan Pencairan DD, ADG dan BHPRK Tahap 

l(T'ahap Se1anJutnya; 
b. RKPG Tahun Anggaran Berjalan (untuk Tahap I); 
c. APBG/Perubahan APBG Tahun Anggaran Berjalan (untuk 

Tahap I/Tahap Selanjutnya); 
d. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Penggunaan DD, 

ADG dan BH'PRK 'Tahun Anggaran 'Sebelumnya '(untuk ~ 
Tahap Selanjutnya); 

1 

-·-, .... -·-:.....-.-;-,~.~--,..,,.,~-.,,..-~CT"".< 
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\ 

I 

e. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD, 
ADG dan BHPRK Tahun Anggaran Sebelumnya (untuk 
Tahap.Sela!FljutFt!}l'a); 

f. LPPG Akhir Tahun Anggaran (untuk Tahap Selanjutnya); 
g. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Penggunaan DD, 

ADG dan BHPRK Tahap Sebelumnya (untuk Tahap 
Selanjutnya); 

h. Lapor.an .ReaJisasi Penyer.apan .dan, .Capaian O.utpu,t DD., 
ADG dan BHPRK Tahap Sebelumnya (untuk Tahap 
Selanjutnya); 

i. Rencana Penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahap I/Tahap 
Selanjutnya; 

j,._ .SJJ.i::.at -Peroyat:aatl. '.I:~ Ja.w.a.h -BclaJ;lja_ -DU,. .ADG. -daxl 
BHPRK Tahap I/Tahap Selanjutnya; 

k. Kwitansi DD, ADG dan BHPRK Tahap I/Tahap Selanjutnya; 
1. Pakta Integritas DD, ADG dan BHPRK Tahap I/Tahap 

Selanjutya bermaterai cukup; 
m. Foto Visual kegi.atan yang_ telah dilakukan,_ yang, diambil 

dari sudut pengambilan yang sama (untuk Tahap 
Selanjutnya); 

3. Berkenaan dengan ha! tersebut, kami Tim Pendamping 
Tingkat Kecamatan . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . telah memverifikasi 
berkas sebag,aimana tersebut di atas dan merekomendasikan 
pencairan DD, ADG dan BHPRK Tahap I/Tahap Selanjutnya 
Tahun Anggaran .......... Gampong ............................ , 
Kecamatan ............................ , Kabupaten ........................... . 

4. Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat dengan 
sebenarnya untuk menjadi bahan seperlunya, terima kasih. 

TIM PENDAMPING TING KAT KECAMATAN .................. . 

Koordinator 
Camat ..................... , 

········•························· 
............. /NIP ............ . 

Ket.ua 
Kasi Pembangunan Gampong dan Kesejahteraan Sosial, 

••••••••o••••••••••••••••••••••••• 
............. /NIP ............ . 

{ 



( 

(~_·;· 

/ .-' 
',\; 

Kasi Pemerintahan, Keamanan, 
Ketertiban dan Administrasi 

Umum Gampong, 

•..••........••...••...•...••. 
............. /NIP .......... . 

Tmuem MUki'm .............. ., 

..•.........•..............•...•.. 

Tembusan_;_ 

Anggota, 

- Kepala DPMP4 Kab. Aceh Barat Daya. 

Kasubbag Keuangan, Program 
dan Pelaporan, 

. ............................ . 

.. ........... /NIP .......... . 

Pend'ampihg Desa, 

. •••••..••.••......•..•........•.. 

1 

-·--~·-:~ ··:-.-~· ---..,-·-···~.--,,--~,,-



(' .; 
-(__/ 

• 
N0m01: 
Lampiran 
Perihal 

Lampiran XIX Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor f-Tahun 2020 
Tanggal~ 2020 M 

Al:ifii' 1441 H 

FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT 

PEMERINTAH KABUPATEN ACER BARAT DAYA 

KECAMATAN ............................... . 

Pengiriman Dokumen 
Pencairan DD, ADG dan 
BHPRK Tahap I/Tahap 
Sdanlutnya T..A. .20.,..., .. 

................ ., .tangga.l ................. . 

Kepada Yth. : 
Bapak Bupati Aceh Barat Daya 
c/q. Kepala Badan Keuangan 

di-

ls:almp,at.eu. AAeb .Bar.at. 
Daya 

Blangpidie. 

1. Menindaklanjuti Surat Keuchik Gampong ........................... ., 
Nomor : ............. tanggal .......................... perihal Permohonan 
Pencairan DD, ADG dan BHPRK Tahap I/Tahap Selanjutnya 
T.A. 20 ..... . 

2. Bersama ini kami teruskan Dokumen Pencairan DD, ADG dan 
BHPRK Tahap I/ Tahap Selanjutnya Gampong 
........................... ., Kecamatan ........................... ., Kabupaten 
............................ Tahun Anggaran .......... yang turut 
dilampirkan : 
a. Surat Permohonan Pencairan DD, ADG dan BHPRK Tahap 

l/Tahap Selanjutnya; 
b. RKPG Tahun Anggaran Berjalan (untuk Tahap I); 
c. APBG/Perubahan APBG Tahun Anggaran Berjalan (untuk 

Tahap I/Tahap Selanjutnya); 
d. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Penggunaan DD, 

ADG dan BHPRK Tahun Anggaran Sebelumnya (untuk 
Tahap Selanjutnya); 

e. Laporan Realisasi Penyerap8n dan Capaian Output DD, 
ADG dan BHPRK Tahun Anggaran Sebelumnya (untuk 
Tahap Selarijutnya); 

f. LPPG Akhir Tahun Anggaran (untuk Tahap Selanjutnya); 
g. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Penggunaan DD, 

ADG dan BHPRK Tahap Sebelumnya (untuk Tahap 
Selan ju tnya); 

n. 1.aporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD, 
ADG dan BHPRK Tahap Sebelumnya (untuk Tahap 
Selanjutnya); 

i. Rencana Penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahap l/Tahap 
Selanjutnya; 

j. ·surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja DD, A:D'G' dan 
BHPRK Tahap l/Tahap Selanjutnya; 

f 
; ··, .--.· . ·.- -
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...... 

l_·: 

" \ .· .. · '- . 

·i 

Tembusan: 

k. Kwitansi DD, ADG dan BHPRK Tahap l/Tahap Selanjutnya; 
1. Pakta Integritas DD, ADG dan BHPRK Tahap I/Tahap 

·Selanj•lll.•tya ·bermateFai·0uklil·JDi 
m. Foto Visual kegiatan yang telah dilakukan, yang diambil 

dari sudut pengambilan yang sama (untuk Tahap 
Selanjutnya); dan 

n. Rekomendasi Penarikan DD, ADG dan BHPRK Tahap 
l/1?ahap. Selanjutzay:a dari. Tim .Perulamping T:ingka.t 
Kecamatan ............. .. 

3. Demikian kami sampaikan untuk dapat diproses sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Camat ........................... , 

•..•...•..•..••....•..•..•..•..•....••.•••• 
.................. /NIP ...................... . 

- Kepala DPMP4 Kab. Aceh Barat Daya. ~ 

·-,-1---·- ---,---



Pagu DD 

NOM<)R 

1°. 

1. 
1.2 
1.2.1 

2. 
2.1 
2.1.1 
2.1.2 

2.2 
2.2.1 
2.2.2 

Lamph-anXX 

FORMAT LAPO~ REALI$ASI PE~RAPAN D~A DESA 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA 
TAHAP ...... TAHUN ANGGARAN ..... . 

PEMERINTAH GAMPONG ........ . 
KECAMATAN ............. : .... . 

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

~p ........ ·····'············ 

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor + Tahun 2020 
Tanggal,Z 1&W~2020 M 
~ 1441 H 

URAIAN URAIAN VOLUl\l:E CARA ANGGARAN REALISA,SI SISA %CAPAIAN KET. 
outPuT OUTP~T PENGAD¥N° OUTPUT 

z ,3 4 5 6 7 8 = 6- 7 9 10 

PENDAPATAN 
Pendapatan Transfer 
DD 
- TAHAP fERTAMA 
-TAHAPSELANJUTNYA 

JUMLAH PENDAPATA!j' 

BELANJ~ BANTUAN IQ: GAMPONG ......... 
Bidang Penyel~ Pemerinta]tan 
Kegiatan .................. 
dst ..•....................... 

Bidang Petaksanaan PE!mbangunan qan.pong 
Kegiatan .................. 
dst .......................... 

. 



· .. 

NOM~R 
UR,UAN VOLUME CARA . %CAPAIAN 

URAIAN OU'.i'PUT OUTPt;T PENGADJ\:AN AN~ 
REALISASI SISA 

OUTPUT KET. 

1 1. 3 4 5 6 7 8 = 6- 7 9 10 

2.3 Bidang :Pemberdayaan ·Masyarakat 
2.3.1 Kegiatan .................. 
2.3.2 dst .......................... 

2.4 Bidang Pembinaan Ke*1asyarakatan 
2.4.1 Kegiatan .................. 
2.4.2 dst .......................... 

JUMLAH BELANJA 

3. PEMBIATAAN 
3.1 Pengel1Ujran Pembiayaan 
3.1.2 Penye:rtaan Modal Desa 

- ModalAwal 
- Pengembangan Usaha 
dst .......................... 

JUMLAH PEMBIAYAAI\1 

JUMLAH Rp ....... 
IPENDAPATAN - BELANJA - PEMBIA°jAANI 

Disetujui oleh, 
................. , ...................... 

KAUR KEUANGAN GAMPONG ................. KElJCHlK GAMPONG ......... , ....... 

( ................................ ) 
( ................................ ) 

. 



- -- · .. 

Lampiran XXI : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor .f Ta.bun 2020 
Tanggal ~lkq,,r,r; 2020 M 

1441 H 

FORMAT LJU"ORAN R$ALISASI P~NGGUNAAN ALOKASI !;)ANA GAMPONG 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA GAMPONG 
TAHAP ...... TAHUN ANGGARAN ..... . 

PEMERINTAH GAMPONG ........ . 
KECAMATAN ............. , .... . 

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

PaguADG ~P- .... ········'·········· .. 

NOM9R uRAiAN URJUAN VOLtJ?.iE CARA 
ANGGARAN REALI~SI SISA % C..~AIAN KET. oufyUT OUTP"c1T PEN GAD~ OUTPUT 

1 ·. ::t. 3 4 5 6 7 8= 6- 7 9 10 

1. PENDAP~TAN 
1.2 Pendapatan Transfer 
1.2.3 ADG 

- TAHAP PERTAMA 
-TAHAPSELANJUTNY~ 

JUMLAH PENDAPATA]j 

2. BELANJ~ BANTUAN g:t GAMPONG ·•······· 
2.1 Biclang Penyelenggare4n Pem.erinta]1an 
2.1.1 Kegiatan .................. 
2.1.2 dst ....•..................... 

2.2 Bidang Pelakssmaan Pembangu.nan Qampong 
2.2.1 Kegiatan •................. 
2.2.2 dst ..............•........... 



' . 
·- t. 

r:· 
\~ - _, 

NOM~R URAIAN 
UR,AIAN VOLUME CARA 

ANGG~ REALISA,SI SISA %CAPAIAN 
KET. . 

OU'.i'PUT OUTPtlT PENGAD¥N OUTPUT . 
1 ·. 2. ,3 4 5 6 7 8 -6- 7 9 10 

2.3 Bidang P'emberdayaan ·Masyarakat 
2.3.l Kegiatan .................. 
2.3.2 dst .......................... 

2.4 Bidang Pemblnaan K~asyarakatan 
2.4.l Kegiatan .................. 
2.4.2 dst .......................... 

JUMLAH BELANJA 

3. PEMBIAYAAN 
3.1 Pengelu$an Pem.biayaan 
3.1.2 Penyertaan Modal Desa 

- Modal l\:Wal 
I 

- Pengembangan Usaha 
dst .......................... 

JUMLAH PEMBIAYAAN 

JUMLAH Rp ....... 
(PENDAP"-TAN - BELAIYJA- PEMBIAVAANI 

. 
Disetujui oleh, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ' ....... ,• .............. 

KAUR KEUANGAN GAMPONG ................. KElJCHIK GAMPONG ................. 

. _ t 
( ................................ ) 

( ................................ ) 

f 
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Lam]j)iran XXII: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
J\Iomor f Tahun 2020 
Tanggall r~t-rt1itt:; 2020 M 

q/ :l<C..1 ~ 1441 H 

FORMAT LAPOMN' REALI$ASI PENYBRAPAN BA~IAN DARI ~SIL PAJA.j< DAN RET~BUSI ~UPATEN 

LAPORAN REALISASt PENYERAFAN BAGIAN DARI HASH; PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEjN 
TAHAP ...... TAHUN ANGGARAN ..... . 

PEMERINTAff GAMPONG ........ . 
KECAMATAN ............. : .... . 

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

PaguBHPRK Rp ........... ··'····· ······· . . 

NOM9R uRAiAN UR,llIAN VOLU:r.tE CARA ANGGARAN REALISASI SISA %CAPAIAN 
KET. OU',l'PUT OUTP~T PENGAD¥N° OUTPUT 

1 ·. ~ .3 4 5 6 7 8-6-7 9 10 

1. PENDAPATAN 
1.2 Pendapatan Transfer 
1.2.2 BHPRK 

- TAHAP fERTAMA 
-TAHAP$ELANJUTNY~ 

JUMLAH PENDAPATAN 

2. BELANJ4 BANTUAN ~GAMPONG ·•······· 
2.1 Bidang Penyelenggara,µi Pemerintalµm 
2.1.1 Kegiatan .................. 
2.1.2 dst. ························· 

2.2 Bidang Pelaksanaan P~mbangunan Gampong 
2.2.1 Kegiatan .................. 
2.2.2 dst .......................... 



tJR,AIAl'f VOLUME 
. 

NOMOR URAIAN 
CARA 

Al'fGGARAl'i REALISASI 
% CAPAJAN 

OU.i:PUT OUTP1fr PENGAD.\!Al'i 
SISA 

OUTPUT KET. 

1 2_ .3 4 5 6 7 8-6-7 . 9 10 

2.3 BidaDg Pemberdayaan .Masyarakat 

2.3.1 Kegiatan .................. 
2.3.2 dst .......................... 

2.4 BidaDg Pembinaan Kemasyarakatan 

2.4.1 Kegiatan .................. 
2.4.2 dst. ························· 

JUMLAH BELAl'fJA 

3. PEMBIAYAAN 
3.1 Pengeluaran Pembiayaan 
3.1.2 Penyertaan Modal Desa 

- Modal Awa! 
- Pengembangan Usaha 
dst .......................... 

JUMLAH PEMBIAYAAN 

JUMLAH Rp. ······ IPENDAPATAN - BELAlfJA - PEMBIAt'MNI 

Disetujui oleh, 
. . .. .. . . . . . .. . . . . , ....... ~ .............. 

KAUR KEUANGAN GAMPONG ................. KEVCHIK GAMPONG ................. 

( ................................ ) 
( ................................ ) 
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Lampiran XXIII : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor .f Tahun 2020 
-ram1ggal.zr.u-.; 2Q2Q.·M 

l3 'H.Vt~.,ff:/.tir 1441 H 

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG 
AKHIR TAHUN ANGGARAN 

KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 
BABI PENDAHULUAN 

1.1. Tujuan Penyusunan Laporan 
.l.2 .. Y.isi.c.iw;J,_.MJsLPei;iyclei;iggarm.P~m.e:citi.t<lb.aJA Gam.p,Q:o.g 
1.3. Strategi dan Kebijakan 

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG 
2. 1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong 
2.2. Program Kerj~ Pelaksanaan Pembangµnan 
2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan 
2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat 
2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong 

2.5.1. Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Gampong 

2.5.2. QanuI1 Gampong tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Gampong 

2.5.3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong 
2.6. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan 

Upaya yang ditempuh 
2.6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong 
2.6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
2.6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
2.6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

BAB III PENUTUP 
3.1. Kesimpulan Laporan 
3.2. Penyampaian Ucapan Terima Kasih 
3.3. Saran dan Permohonan Petunjuk serta Arahan lebih lanjut 

LAMPI RAN ~ 
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~ 
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Lampiran : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Gampong Akhir Tahun Anggaran 

FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG 

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG 

TAHUN ANGGARAN ...... . 

1. Pendapatan Desa 

2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

b. Bidang Pembangunan 

-e .. Bidang Pembinaa.n K.emasy.axakatan 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

e. Bidang Tak Terduga 

Jumlah Belanja 

Surplus/Defisit 

3·. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Selisih Pembiayaan (a - b l 

Rp ............................ . 

Rp ............................ . 

RP ....................... . ..... 
Rp,, ... ~"'""""""""'""'"" ....... -., .. 

Rp ............................ . 

Rp ........................... .. 

!SJ2,_ ........................... . 

Rp ........................... .. 

Rp ........................... . 

Rp ............................ . 

Rn ........................ .. i;:··· 

f 

--- -~--'?"""'.,--, "7,,,...~-o;-:.,-,..,._,,7,:;--;: 



('I 
~./ 

(_) 

KODEREK 

1 

1. 

.. 1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1·.1·;4; 

1.2. 

1.2.1. 

L2,Z.. 

1.2.3. . 
1.2.4. 

1.2.5. 

'. 

1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

2. 

2.1 . 

. . 2.1.1. 

2.1.1.1. 

2.1.1.1.1. 

2.1.1.1.2. 

" 
2.1.2. 

2.1.2.2. 

2.1.2.2.1. 

4.1.2-4.4. 

2.1.2.2.3. 

2.1.2.2.4. 

2.1.2.2.5. 

. . 2.J •. 2,~f:\ .. 

2.1.2.2.7. 

2.1.2.2.B. 

2.1.2.2.9. 

2. 1.2.2.10. 

2.1.2.2.dst. 

KODEREK 

1. 

2.1.2.3. 

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG 

TAHUN ANGGARAN ..... .. 

URAIAN ANGGARAN KETERANGAN lr>n.) 

2 3 4 

PENDAPATAN 

Pendapatan Asli Gampong 
.. 

Hasil Usaha Gampong 

Hasil Ase! Gampong 

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 

·l'.ain'laiwPemlapatan-Asli•Gamirong•yang•sah- ·. 

Pendapatan Transfer 

Dana Desa 

.aEIQillo,Qiiri,HMil,P~llkB..f.lfltrib.~.Kabµp;;imn 
" 

Alokasi Dana Gampong 

Bantuan Keuangan dari APBA 

Bantuan Keuangan dari APBK 

" 
Lain-lain Pendapatan Gampong yang Sah 

Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga 

Lain-lain Pendapatan Gampong yang Sah 

" 
JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA 

Bidang Peny;elenggaraan Pemerintahan Gameong 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

Be/anja Pegawa/ 

Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong 

Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong 
., 

Operasional Kantor Keuchik 

Be/anja Barang dan Jasa 

Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 

.~ll!nja.Alat l;ulis.J~a.n!Qc 

Belanja Alat-alat Kebersihan dan Ballan Pembersih 

Belanja Benda Pos dan Materai 

Belanja Ala! Listrik/Battery/Lampu 

.a0.111nja. fn.t=p.y, ~aJl.4alJ,8a.ngg1m!W!n . 

Belanja Makanan dan Minuman Rapa! 

Belanja Buku/Materi/Modul/Bahan Bacaan 

Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 

Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 
" 

Dst. ................. 

URAIAN ANGGARAN KETERANGAN (Ro.\ 

.2. ~ 4. 

Balan]a Modal { 



·j' 

·.I 

: ; 

l•l•BI"'.' ~· ! ,.. '' 

c 

(., 
\t__ /' 

2.1.2.3.19. 

2.1.2.3.21. 

2.1.dst. 

2.1.dst.dst. 

2. 1. dst. dsl dst. 

2.2. 

2.2.12. 

2.2.12.3. 

·2.1.12.3.53. 

2.2.13. 

2.2.13.3. 

.. 2:2:32:3:54. 

2.2.dst. 

2.2.dst.dst. 

... 2.2Asl.dst .. dst 

2.3. 

2.3.1. 

2.3.1.2. 

2.3.1.2.31. 

2.3.dst. 

2.3.dst.dst. . . . 
2.3.dst.dst.dst. 

2.4. 

2.4.4. 

2.4.4.2. 

2.4.4.2.30. 

2.4.24. 

.. 
2.4.24.2. 

2.4.24.2.25. 

2.4.88. 

" 2.4.88.2. 

2.4.88.2.2. 

2.4.86.2.6. 

2.4.86.2.7. .. 
KODEREK 

1 

2.4.68.2.9. 

2.4.dst. 

2.4.dst.dst. 

Belanja Modal Alai Kantor dan Ru mah T angga 

Belanja Modal Komputer 

Kegiatan ................. 

Be/anja ................. 

Dst. ................. 

Bidang Pel11ksanaan Pembangunan Gameong 

Kegiatan Pembangunan Jalan 

Belanja Modal 

Belanja Modal Jalan .. 

Kegiatan Pembangunan Jembatan 

Be/anja Modal 

·Belanja<MGdal·Jalan- .. 

Kegiatan ................. 

Belanja ................. 

.QsL ................. 

Bidang Pembinaan Kemasli'.arakatan 

Bantuan lnsentif Untuk Lembaga Kemasyarakatan 
Gampong 

B1>/anJ11.Banmg_.danJasa. .. 
Belanja lnsentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong 

Kegiatan ................. 

Belanja ................. 

Dst. ................. 

Bidang Pemberdali'.aan Masli'.arakat 

Bantuan lnsentif Untuk Kader Posyandu 

Be/anja Barang dan Jass 

Belanja lnsentif Kader Posyandu 

Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan 
Kepemudaan) 

Belanja Barang den Jass 

Belanja Per1engkapan Olah Raga 

Kegiatan Pelatihan Bagi Kelompok Usaha Ekonomi 
Produktif Pemuda .. 

Belanjs Barang dan Jau 

Belanja Alai Tulis Kantor 

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 

Belanja Makanan dan Minuman Rapa! 

A'NGG:A~· .. 
URAIAN !RP.) KETERANGAN 

2 3 4 

Belanja Behan Praktek dan Pelatihan 

Kegiatan ................. 

Be/anja ................. ~ 



! 
' 

c 

,. ...... ! 

"'-. 

2.4.dst.dst.dst. 

. . 
2.5. 

2.5.1. 

2.5.1.2. 

2.5.1.2.03. 

2.5.1.2.20 .. 

2.5.dst. 

2.5.dst.dst. 

. 2;5:dst;ast,dl!I: 

3. 

3.1. 

3.1.1 . 
. . 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.2. 

., 3.2~1'. 

3.2.2. 

.. 

Ost. ................. 

.. 
Bidang Tak Terduga 

Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 

Be/allfa Bamng dan Jasa 

Belanja Alai-ala! Kebersihan dan Bahan Pembersih 

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 

Kegiatan ................. 

Be/allfa ................. 

Ost: ................. ., 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS I (DEFISIT) 

PEMBIAYAAN 

Penerimaan Pembiayaan 

Sisa Lebih Perhltungan Anggaran Tahun Sebelumnya 
.. 

Pencairan Dana Cadangan 

Hasil Penjualan Kekayaan Gampong Yang Dipisahkan 

Pengeluaran Pembiayaan 

l"elliberitukan l:Jana ·cadangan 

Penyertaan Modal Gampong 

JUMLAH PEMBIAYAAN 

SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 

t 
Disetujui oleh : 

Keuchik Gampong .......................... . 

TTD 

( ..................................... ) 

.. ., 



. .. 
_, . , __ --

GAMPONG 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS I 

KODE REKENING 

1 2 

a b c a b c 

Diverifikasi oleh: 
Sekretaris Gampong, 

................................. 
URAIAN 

d 

( .........•........................... ) 

Ket: Diisi untuk kegiatan yang dilajutkan saja 

r .... 
·--.:·· ·' 

Lampiran XXIV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor Tahun 2020 
Tanggal4..~~~~~~Q.M 

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN* 
TAHUN ANGGARA.N ••••.••••••.••• 

ANGGARAN REALISASI LANJUTAN 
Anggaran Volume Jumlah Waktu Penarikan Anggaran (Rp) 

kegiata Anggaran Penye!esaian 
n 

Jumlah Sumber umlah (Rp) % % Rp. hari Jan Feb Mar Jumlah 
IRol 

........... , ......................................... . 
Kaur ..............•......... 

( ........................... ······· .. ) 

Disetujui oleh: 
Keuchik Gampong, 
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Lampiran XXV: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor j, Tahun 2020 
Tangga1 f/:;.b{l//'di 2020 M 

3c ~.ll$~441H 

Format Qanun Gampong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Gampong 

Menimbang 

Mengingat 

KEUCHIK GAMPONG ......... . 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

QANUN GAMPONG .............•...... 
NOMOR ... TAHUN ...... . 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG 
TAHUN ANGGARAN ...... . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEUCHIK GAMPONG .............. , 

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai 
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan 
pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gampong tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) 
Tahun Anggaran ....... ; 

1. ..... ; 
2 ...... ; 
3 ...... dan seterusnya; 

Dengan Kesepakatan Bersama 
TUHA PEUET GAMPONG ..... . 

dan 
KEUCHIK GAMPONG ...... . 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Be'la.rija Desa'Tahun Anggaran ..... semula 
berjumlah Rp....... ,- 1.. . .. ), bertambah/berkurang sejumlah 
Rp ....... ,- ( .......... ) sehinggamenjadi Rp .......... ,-(.......... ) dengan 
rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Gampong 

a, semula. 
b. bertambah/(berkurang) 
Jumlah pendapatan setelah perubahan 

Rp .................... . 
Rp .................. . 
Rp ................... . f 



r··-____, 

c) 

2. Belanja Gampong 
a. semula 
b. bertambah/.(J:>erkurang), 
Jumlah belanja setelah perubahan 
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan 

3. Pembiayaan Gampong 
3.1. Penerimaan Pembiayaan 

a, Senmla_ 
b. Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah penerimaan setelah perubahan 

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Rp ................ .. 
Rp ................. . 
Rp ................. . 
Rp ................ .. 

Rp .............. . 
R.i):·:.· ............ .. 
Rp ................... . 

Rp ................... . 
Rp .................. . 

Selisih Pembiayaan setelah perubahan( a - b ) Rp ................. .. 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Gampong_ sebag;limana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun Gampong ini. 

Pasal 3 
Keuchik Gampong menetapkan Qanun Gampong tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai 
Jand.asan.-operasionalpelaksanaan. -Be:rubalaata. ABBG._ 

Pasal4 
Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Desa mi dallun 'tenibaran Gampong ...... . 

Ditetapkan di .................. .. 
pada tanggal .................... . 

KEUCHIK GAMPONG ........ 

tanda tangan 

NAMA 

Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

SEKRETARIS GAMPONG ...... ., 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN GAMPONG ............ TAHUN .... NOMOR .. . 

~ 



(:~;) 
~ 

~·.~ 

l 

Larnpiran XXVI: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor .tf'Tahun 2020 
TanggalftrJI:ffl!/ltr 2020 M 

1441 H 

A. Format Rancangan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Gampong 

II.\ 

KEUCIDK GAMPONG ...... . 
KABUPA'PEN· ACEHB:ARNI' DA'iA 

PERATURAN KEUCHIK GAMPONG ..... . 
NO MOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG 

TAHUN ANGGARAN .................... . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEUCMIK ·GAMPONG· ....... , 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gampong 

Mengingat 

Nomor ....... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Gampong Tahun Anggaran .... ., maka perlu menyusun Peraturan 
Keuchik Gampong tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Gampong .......... Tahun Anggaran ...... ; 

1. ...... ; 
2 ....... ; 
3 ....... dan seterusnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEUCIDK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA:GAMPONG .... TAHUN·ANGGARAN ..... 

Pasal 1 
Penjabarar1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

...... terdiri dari: 
1. ·Pendapatan .. Gamp<ilng 

a. Pendapatan Asli Gampong 
b. Transfer 
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 
2. Belanja Gampong_ 

Rp ................. . 
Rp ................. . 
Rp ................. . 
Rp ................. . 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Ga pong Rp ................. . 
b. Bidang Pembangunan Rp ................. . 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp ................. . 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp ................. . 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, 

·rum Mendesa:k·Gampeng Rp: ................ . 

f 



' ., 

c-
~ 

c:; 

Jum.lah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

3. Pembiayaan Gampong 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

Rp ................. . 
Rp ................. . 

Rp .................. . 
Rp .................. . 

Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp .................. . 

Pasal2· 
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 
Keuchik ini 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Gampong 
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala 
Urusan pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasa14 
Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dala.m Berita Gampong 

Ditetapkan di ................... . 
pada tanggal .................... . 

KEU'CHIK GPIMl"ONG ......... . 

tanda tangan 

NAMA 

~ 
Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

SEKRETARIS GAMPONG ......... , 

tanda tangi!Il 

NAMA 

BERITA GAMPONG ............ TAHUN ... NOMOR .. . 



Lampiran Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. 

a 

( '\ 
....J 

1 

1 

·' / 

1 

1 
1 

1 
1 

LAMBIRAM. 
PERATURAN KEUCHIK 
GAMPONG .......... . 
NOMOR. ......... TAHUN ........... . 

TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
D1\:N·BEL1\:NJ:1\'. '61™fl"5N6· 

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG 
PEMERINTAH GAMPONG ............ .. 

TAHUN ANGGARAN ............ . 

KELUARAN/OUTPUT ANGGARA SUMBER 
KODE REKENING URAIAN 

VOLUME SATUAN N DANA 
1 2 3 4 5 6 7 
Q . -C . -" ,h, . .. c. . .cl .. ., 

4 PENDAPATAN 
4 1 PADesa 
4 1 1 Hasil usaha 
4 1 1 ... <Obvek Pendaoatan> 
4 2 Transfer ., 
4'2 . 1. ·oanaDesa 

. ., " 

4 3 Pendanatan lain-lain 
Penerimaan dari Hasil 

4 3 1 Kerjasama antar desa 
4 3 1 .... <Obyek Pendapatan> 

' '. " ' · clst ... " " 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELANJA 
. penyelengg!U'aan Pemerintahan . ., 

Desa 
1 Penyelenggaraan Belanja 

Penghasi!an Tetap, Tunjangan 
dan 
Operasional Pemerintahan Desa 

.. . . ' l"enyediaan 'Penghasilan Tetap ., " " '• 

1 01 dan 
Tunimuran Keoala Desa 

1 01 5 1 Belania Pee:awai 
1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan 

" " " . Keuala.D..esa " " " " 
1 01 5 1 1 ... <Rincian Obvek Belania> 
3 Administrasi Kependudukan, 

Pencatatan Sipil, Statistik dan 
Kearsinan 

{ 



Pelayanan administrasi 
1 3 01 um um 

" .. · dan kependudukan ·(Surat •. .. '• •, 

Pengantar/Pelayanan KTP, 
Kartu 
Keluarga, dll) 

1 3 01 2 2 Belariia Barari!!-..ran Jasa 
l 3 .Ol .2 . .2, . .2. . J3ela:n.ia .. J.asa Hmaoranum . . '• 

<Rincian Obvek Belania> 

2 
Pelaksanaan Pembangunan 
Des a 

- 2 1 Pendir111ran 
Pembangunan/ Rehabilitasi/ 

2 1 ·os · "'eriih · .. 

gkatan Sarana Prasarana 
Perpustakaan/Taman 
Bacaan 
Desa I San""ar Belaiar ,., 

1 05 5 ·3 · Bel.,,,.,.;a Modal 
L-.. ' \ . 1 05 5 3 4 Belania Modal Gedun" dan "' 1 1 05 '!'> 3 4 ... <Rincian Obvell' BeTan-fa> 

5 Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Darurat dan 

I -Mendesak . 
5 1 Penan-~·•-naan Bencana 
5 1 00 Pe nan nllan Bencana 
5 1 Ill !'i 4 IKe ,.,, a T" '· ·1 erdtil!a 
5 1 00 5 4 00 Be an a Ta '· Terdue:a 
5 1 00 5 4 00 00 Bean a Tak Terou"a 

.. 
JUMLAH ><ELAN.IA 
SURPLUS / IDEFISIT\ 

6 PEMBIAYAAN 
fi I Penenmaan PemliJ.a.vaan 

··& ·i ··i . · Sil:;PA 'Pa·""'- Sebemm~"'" . . .. '• . . 

(_; 6 1 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnva 
6 2 Pen!!eluaran Pembiavaan 

Pembentukan Dana 
6 2 1 Cadan.,an 

Pembentukan Dana . . . . . . .. . . 
·cadan"an - 6 2 2 1 

ds 
SELISIH PEMBIAYAAN 

..................... , ..... . 

Keuchik, 

( .......................... . 

~ 

.--



.j 

' ! 
·.· 

Lem"i>ar EvaluasJ APBG 
Kabl;ipaten : ACEH BA;RAT DAYA 
Kec;:tmatan : •...••.•.•..•.•..•..•.•••..... 
f3.a.mJ><>ll~ : .....•••.•..•.•.•..••...•..... 

. 

Fl Kesesuaian 
Aspek/ Komponen Periksa 

Ya Tidak 

11 Aspek Adt$nistrasi dart Legalitas 

F1 Apakah semua dokumen evaluasi telah 
diterima dari Desa secara lengka:Q 

1.2 Apakah peti.gajuan Rancangan Qanun 
tentang APBG atau Raj!J.cangan Qartun 
tentang Petubaham AF'BG dilakuk~ 
tepatwaktu 

- ' ( .·, 
Lan"_,'ran XXVII: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 

Alat Verifilql.si 

Keputusah hasil Musyawarah 
Tuha Peu,et Pembahasan dan 
Penyepal<}ltan Qanun tentang 

Ncimor Tahun 2020 
Tanggal 2020 M 

1441 H 

Keterangan 

. 

Berdasarkan aturan, 3 hari setelah 
disepakati bersarna. Qanun 
tentang APBG/ Qanun tentang 

APB Desa/Perubahan APB Desa Perubahan APBG harns diajukan 
(lihat tanggal keputusan) kepada Bµpati atau camat untuk 

dievaluasf r1 Apakah BPD telah m=yepakati Ran;angan r-1_ Keputu"" basil Musyawarah Berdasarkan Permendlagri 
Qanun tentang APBG/ Rancangan 9anun Tuha Peuet Pembahasan dan mengenai Tuha Peuet 
tentang Petubaham APBG Penyepal¢tan Qanun tentang 

APBG i'.Petubahan APBG · 
Kesifilpulan penilaian aspek ,Administrast dan Legalitji.s: 



- -'-----'--··-:__:__ __ -
. ·---:··-·· ---- -_-·-·-: :-::-.".:'".:::-:-:---- .c --- . ___ ::......:__._ .:..:._-~_:_ __ -__ ~:___ 

I I · 
\. ' . 

12 I Asoek Kebiiakan dan Struktur APBG /Perubahan APBG 
/2.1 lumum 

. ~"' 

I 
2.1.1 Apakah R~cangan Qanun tentang I I RKP Gampong atau RKP P=babi APBG/Perµba.11.an APBG disusun 

berdasarkan RKPG/RKPG Perubahan 
tahun berkenaan 

tahun berkenaan 

I Apakah pejlempatan pos Pendapatan telah I sesuai dengan peraturan Perundarig-
undangan 

12.2 I Pendaoatati I 
2.2.l Apakah estimasi pendapatan rasional dan 

realistis 
2.2.2 Apakah estimasi pen~patan Gampong Qanun tetkait PADesa (misal 

yang berstjmber dari Pendapatan Asli Qanun teP.tang Pungtjtan, dll) 
Gampong rasional dan realistis, serta 
didapatkari secara legal dan telah 

I diatur dalam Qanun Gam:Qong 

F Apakah estimasi pend~patan Gampong rr= yang bersi.tmber dari Dana Transfer 
rasional dim realistis 

/2.3 Belania I 

t= 
I 

2.3.l Apakah pejl.empatan pos Belanja telah 
sesuai dengan peraturan Perundarig-
undane:an 

2.3.2 Semua kegiatan Belanja Gampong telah I Perbup tentang Daftat I sesuai denl!"an Kewenangan Gamoong Inventari$ Kewenan@lll Gampong 
2.3.3 Apakah ad~ program/1$fegiatan yan~ 

I dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran 
(multivears} r Apakah be)anja DoM y;mg ditetapl<an dalam ~ 

I I 
APBG paling banyak 30% dipergunakan 
untuk: . 
1. siltaE dan tunjan~an Keuchik & perangkat . 


